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Oleh 
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Konflik tenurial di kawasan hutan Register 40 Gedong Wani, Kabupaten Lampung 

Selatan, merupakan konflik tenurial yang berlangsung lama akibat tumpang tindih 

klaim antara negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor 

penyebab konflik, memetakan aktor dan relasi antar aktor, serta mengidentifikasi 

strategi penyelesaian konflik tenurial. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

September hingga November 2025 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif melalui survei terhadap 60 responden, wawancara mendalam, analisis 

regresi linear berganda, Rapid Land Tenure Assessment (RaTA), dan Analisis Gaya 

Bersengketa (AGATA). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hak kelola berpengaruh signifikan 

terhadap konflik tenurial, sedangkan kejelasan batas kawasan dan efektivitas 

kelembagaan tidak berpengaruh signifikan. Model regresi menjelaskan 63,9% 

variasi konflik. Secara historis, konflik berkembang dari konflik masyarakat dengan 

perusahaan menjadi konflik antara masyarakat dan negara akibat ketidaksesuaian 

antara status administratif kawasan dan kondisi faktual di lapangan. Analisis RaTA 

menunjukkan relasi antar aktor bersifat dinamis dan asimetris, dengan dominasi 

legal oleh negara dan kekuatan sosial oleh masyarakat. Analisis gaya bersengketa 

menunjukkan kecenderungan gaya kompromi dan kolaboratif pada masyarakat 

serta akomodasi dan kolaborasi pada institusi kehutanan. Penyelesaian konflik 

memerlukan kepastian hak kelola, pendekatan kolaboratif, dan sinkronisasi 

kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat. 

 

Kata Kunci: konflik tenurial, Register 40 Gedong Wani, kepastian hak kelola, 

AGATA, RaTA 
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INDICATION OF POTENTIAL AND STRATEGY FOR RESOLVING 

TENURE CONFLICTS AT GEDONG WANI FCC, SOUTH LAMPUNG 

REGENCY, LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

 

 

NIKEN AURORA IWAIS 

 

 

The tenure conflict in the Register 40 Gedong Wani forest area, South Lampung 

Regency, is a long-standing tenure conflict due to overlapping claims between the 

state and the community. This study aims to analyze the factors that cause conflicts, 

map actors and relationships between actors, and identify strategies for resolving 

tenure conflicts. The research was carried out from September to November 2025 

using quantitative and qualitative approaches through a survey of 60 respondents, 

in-depth interviews, multiple linear regression analysis, Rapid Land Tenure 

Assessment (RaTA), and Dispute Force Analysis (AGATA). 

The results of the study showed that the certainty of management rights had a 

significant effect on tenure conflicts, while the clarity of regional boundaries and 

institutional effectiveness did not have a significant effect. The regression model 

explains 63.9% of the variation in conflict. Historically, conflicts have evolved from 

conflicts between communities and companies to conflicts between communities 

and the state due to the mismatch between the administrative status of the region 

and the factual conditions on the ground. RaTA's analysis shows that the 

relationship between actors is dynamic and asymmetrical, with legal dominance by 

the state and social power by society. The dispute style analysis shows the tendency 

of compromise and collaborative styles in communities as well as accommodation 

and collaboration in forestry institutions. Conflict resolution requires certainty of 

management rights, collaborative approaches, and policy synchronization with the 

social conditions of the community. 

 

Keywords : tenure conflict, Register 40 Gedong Wani, certainty of management 

rights, AGATA, RaTA. 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara mengatur kepastian hukum kawasan hutan melalui pengukuhan 

kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan, hingga 

penetapan kawasan hutan. Persoalan dalam proses pengukuhan kawasan hutan 

terutama terletak pada tiga aspek utama, yaitu penunjukan, penataan batas, dan 

penetapan (Sinabutar et al., 2015; Aneng et al., 2021). Ketidaktepatan pelaksanaan 

ketiga aspek pengukuhan tersebut, khususnya pada tingkat tapak, berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum atas status kawasan hutan. Kondisi ini sering 

memicu munculnya konflik penguasaan lahan antara negara dan masyarakat yang 

telah lama memanfaatkan kawasan hutan. 

Konflik tenurial merupakan pertentangan kepentingan atas penguasaan sumber 

daya akibat ketidakjelasan status kepemilikan, tumpang tindih hak, atau klaim 

ganda atas lahan (BPN, 2007; Pasya, 2017). Tenurial berasal dari kata tenure (Latin: 

tenere) yang berarti memegang atau memiliki, baik dalam kepemilikan pribadi 

maupun komunal (Marzuki, 2016). Hak tenurial dapat dibedakan menjadi hak de 

jure, yaitu hak yang diakui secara formal oleh negara, seperti sertifikat atau kontrak 

konsesi, serta hak de facto, yaitu hak yang berkembang berdasarkan praktik adat 

atau aturan lokal (Larson, 2013). Ketidaksinkronan antara hak tenurial de jure dan 

hak tenurial de facto dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya sering kali 

menjadi pemicu konflik tenurial. Tenurial dipahami sebagai bundle of rights yang 

mencakup hak penggunaan, pengendalian, dan pengalihan sumber daya (Sylviani 

dan Hakim, 2014). Perbedaan klaim atas hak tenurial de jure dan de facto, serta 

kontradiksi antara sistem tenurial yang ditetapkan oleh pemerintah dan sistem 

tenurial adat termasuk klaim atas tanah leluhur yang tidak memperoleh pengakuan 

negara dapat memperkuat konflik tenurial (Saputra dan Dewata, 2018).  
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Konflik-konflik yang ada mencerminkan bentuk konflik penguasaan lahan atau 

konflik tenurial, yang terjadi akibat ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki, 

memanfaatkan, mengelola, dan mengambil keputusan atas lahan hutan (Ambarwati 

et al., 2019). Ketidakjelasan hak atas tanah memperburuk hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah, mengakibatkan konflik berkepanjangan, bahkan antar 

kelompok masyarakat sendiri (Ambarwati et al., 2017). Konflik di negara 

berkembang sering kali diperparah oleh lemahnya tata kelola sumber daya alam 

(Fisher et al., 2017). Akar konflik di kawasan hutan terutama berkaitan dengan 

ketiadaan kepastian penguasaan atau tenurial security (KPK, 2013; Rukminda et 

al., 2020). Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh ketidaksinkronan regulasi 

antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam implementasi kebijakan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), 

yang kerap menimbulkan gejolak di tingkat tapak (Wulandari et al., 2021). Konflik 

penguasaan tanah berakar pada perbedaan persepsi mengenai hak atas tanah dan 

sumber daya hutan antara negara dan masyarakat (Safitri et al., 2011). 

Ketidakjelasan batas kawasan yang tidak disepakati secara bersama sering memicu 

ketegangan dan memperburuk kondisi di tingkat tapak. Masyarakat yang telah lama 

menggarap lahan cenderung merasa memiliki hak atas lahan yang dikuasainya, 

namun belum memperoleh pengakuan hukum secara formal. Ketidakselarasan 

antara klaim penguasaan masyarakat dan pengakuan hukum negara menimbulkan 

kompleksitas dalam pengelolaan lahan, terutama ketika proses pengukuhan 

kawasan hutan dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan 

masyarakat yang telah lama bergantung pada kawasan hutan (Suwarno dan 

Situmorang, 2017).  Tenurial sendiri bermakna memelihara, memegang, dan 

memiliki termasuk hak dan kewajiban namun tidak semua penggarap lahan secara 

otomatis memiliki hak hukum atasnya (Susilowati, 2015). 

Fenomena konflik tenurial juga terjadi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH). Konflik tenurial menjadi salah satu karakteristik dalam pengelolaan KPH 

karena melibatkan tidak hanya negara dan masyarakat, tetapi juga antar kelompok 

masyarakat itu sendiri (Riggs et al., 2016; Golar et al., 2022). Kawasan Register 40 

Gedong Wani di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan 

contoh nyata dari permasalahan tersebut, yaitu: di enam desa Sinar Rezeki, Margo 
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Lestari, Sumber Jaya, Karangrejo, Sidoharjo, dan Purwotani. Wilayah-wilayah 

tersebut menunjukkan adanya sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait 

status penguasaan lahan. Lahan yang sebelumnya berstatus sebagai kawasan hutan 

kini diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik. Klaim tersebut umumnya didorong 

oleh kebutuhan untuk mempertahankan sumber penghidupan serta tuntutan atas 

kepastian hukum terhadap lahan yang telah lama mereka garap (Irawan et al., 2016; 

Kriswoyo et al., 2019). Konflik yang terjadi di wilayah Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) Gedong Wani mencakup berbagai permasalahan, antara lain relokasi 

lahan akibat pemekaran kota yang belum memperoleh izin prinsip, tumpang tindih 

penguasaan lahan dengan perkebunan nusantara, penerbitan sertifikat oleh 

pemerintah daerah di dalam kawasan hutan, keberadaan desa definitif di dalam 

kawasan hutan, serta pemanfaatan lahan persawahan oleh masyarakat pada wilayah 

yang diklaim sebagai kawasan hutan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2012; 

Sylviani dan Hakim, 2014). 

Beberapa penelitian tentang dinamika konflik telah dilakukan oleh (Ambarwati 

et al., 2019) yang mengkaji konflik antara masyarakat dan negara serta 

mengklasifikasikan bentuk-bentuk konflik beserta konsep penyelesaiannya. 

Penelitian lain oleh Sumanto dan Sujatmoko (2008) membahas konflik antara 

instansi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Sementara 

itu, Marina dan Dharmawan (2011) meneliti konflik antara masyarakat adat dan 

Balai Taman Nasional di Taman Nasional Halimun Salak. Berdasarkan uraian di 

atas, keberagaman pihak-pihak yang berkonflik masih minim, padahal di lapangan 

sesungguhnya konflik tenurial kerap melibatkan banyak aktor secara bersamaan. 

Hal tersebut terjadi di KPH Gedong Wani karena hingga saat ini konflik yang 

teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya masih berfokus pada aktor-aktor 

tertentu saja. Penelitian Elfiani Rachel Situmorang menunjukkan adanya konflik 

tenurial di wilayah kerja KPH Gedong Wani, khususnya di Desa Margo Lestari, 

yang melibatkan masyarakat penggarap dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) 

Mekar Sari terkait perbedaan klaim status dan hak pengelolaan lahan berdasarkan 

penguasaan turun-temurun dan legalitas izin perhutanan sosial. Oleh karena itu, 

penelitian ini memiliki novelty dalam menganalisis keterlibatan berbagai pihak 



4 

 

 
 

yang berkonflik serta menyusun strategi penyelesaian konflik tenurial yang 

melibatkan banyak aktor di wilayah tersebut. 

Pendekatan penyelesaian konflik tenurial perlu mempertimbangkan kondisi 

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, mengingat konflik lahan pada umumnya 

berakar pada pemenuhan kebutuhan dasar serta perbedaan persepsi terhadap hak 

atas tanah. Perbedaan pemaknaan mengenai status dan penguasaan lahan sering 

menjadi pemicu utama konflik yang berlangsung berkepanjangan. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap pola respons individu maupun kelompok dalam menghadapi 

konflik menjadi penting dalam merumuskan strategi penyelesaian yang efektif. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami dinamika tersebut adalah 

Analisis Gaya Bersengketa (AGATA), yang mengkaji kecenderungan sikap dan 

perilaku para pihak yang terlibat dalam konflik (Pasya dan Sirait, 2011). Pendekatan 

ini telah diterapkan dalam kajian konflik tenurial, antara lain oleh Nugroho et al., 

(2014) yang mengaitkan gaya bersengketa dengan perubahan pengelolaan hutan. 

Selain itu, penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan memerlukan 

pemahaman terhadap persepsi masyarakat mengenai hak dan konflik, karena cara 

pandang masyarakat terhadap status lahan sangat memengaruhi sikap mereka dalam 

merespons konflik (Handoko dan Yumantoko, 2015). Kompleksitas makna lahan 

yang dikuasai sering mendorong masyarakat untuk terus mempertahankan klaim 

atas tanah yang mereka anggap sebagai haknya (Helmi et al., 2021). Kondisi serupa 

juga ditemukan dalam konteks konflik tenurial di berbagai negara berkembang, di 

mana keterikatan sosial dan historis terhadap lahan memperkuat resistensi 

masyarakat terhadap kebijakan formal negara (Bhugeloo et al., 2019). Sejalan 

dengan kondisi tersebut, strategi penyelesaian konflik tidak dapat hanya 

mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi perlu dilengkapi dengan 

pendekatan sosiokultural, partisipatif, dan berkeadilan. Penelitian ini 

mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui uji hipotesis 

statistik untuk melihat kecenderungan hubungan antar variabel konflik, serta Rapid 

Land Tenure Assessment (RaTA) untuk memetakan kondisi penguasaan, 

pemanfaatan, dan klaim tenurial secara cepat dan sistematis. 

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperluas 

kajian mengenai dinamika konflik tenurial secara komprehensif di kawasan 



5 

 

 
 

Register 40 Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan ini merupakan 

wilayah hutan negara yang dalam praktiknya telah lama dimanfaatkan dan dikuasai 

oleh masyarakat, baik secara individual maupun komunal, tanpa kejelasan status 

hak tenurial yang diakui secara formal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan 

antara penguasaan lahan secara de facto oleh masyarakat dan penguasaan lahan 

secara de jure oleh negara, yang menjadi akar utama konflik tenurial di wilayah 

tersebut. 

Secara historis, dinamika penguasaan lahan di Register 40 Gedong Wani 

dipengaruhi oleh kebijakan transmigrasi, relokasi penduduk, serta lemahnya 

penataan batas kawasan hutan pada masa lalu. Kondisi tersebut memicu terjadinya 

tumpang tindih klaim antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pengelola 

kawasan hutan. Fenomena konflik tenurial di wilayah transmigrasi Lampung 

umumnya dipicu oleh ketidaksinkronan kebijakan pertanahan dan kehutanan, 

rendahnya kepastian hukum atas penguasaan lahan, serta terbatasnya mekanisme 

penyelesaian konflik yang bersifat partisipatif (Junarto et al., 2025). Oleh karena 

itu, penelitian konflik tenurial di Register 40 Gedong Wani menjadi penting untuk 

mengidentifikasi pola konflik, aktor yang terlibat, serta merumuskan strategi 

penyelesaian konflik yang kontekstual dan berkelanjutan. 

Penelitian mengenai konflik tenurial kawasan hutan telah banyak dilakukan 

dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Beberapa studi menekankan aspek 

tenurial dan sejarah penguasaan lahan, seperti penelitian yang mengkaji dinamika 

penguasaan lahan di wilayah KPH Gedong Wani (Sylviani dan Hakim, 2014). 

Penelitian lain menganalisis penyebab konflik tenurial serta strategi resolusinya 

melalui pendekatan kebijakan, sebagaimana dilakukan pada kasus konflik 

kehutanan di Kabupaten Mamuju Utara (Samad et al., 2018). Selain itu, kajian 

mengenai konflik agraria di Lampung menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola 

kelembagaan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah konflik 

penguasaan lahan (Junarto et al., 2025). Sementara itu, penelitian lain di KPH 

Gedong Wani lebih berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam skema 

kemitraan kehutanan (Irma Yeny et al., 2020). 

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini memiliki nilai 

kebaruan (novelty) pada dua aspek utama, yaitu: 
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1. Aspek lokasi, karena meneliti KPH Gedong Wani dari perspektif konflik 

tenurial yang belum banyak dikaji sebelumnya. 

2. Aspek pendekatan, dengan mengintegrasikan persepsi potensi konflik dan 

strategi penyelesaiannya berdasarkan gaya bersengketa masyarakat, sehingga 

memberikan pemahaman baru terhadap dinamika sosial dan perilaku 

masyarakat dalam penyelesaian konflik kehutanan di tingkat tapak. 

Studi ini juga merespons urgensi pendekatan yang adaptif sebagaimana 

ditekankan oleh Harahap et al., (2023) bahwa solusi atas konflik tenurial harus 

mempertimbangkan interaksi aktor lokal, legitimasi sosial, dan kerangka kebijakan 

yang adil. Berbeda dengan studi terdahulu yang hanya fokus pada dampak atau pola 

konflik. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian 

yaitu : 

1. Bagaimana kronologi konflik tenurial yang terjadi di KPH Gedong Wani, serta 

siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya? 

2. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap penyebab terjadinya konflik tenurial 

di kawasan tersebut? 

3. Bagaimana strategi penyelesaian konflik tenurial yang adil dan partisipatif 

berdasarkan gaya bersengketa di kawasan KPH Gedong Wani? 

 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi secara rinci kronologi dan aktor-aktor yang terlibat dalam 

konflik tenurial, guna memperoleh pemahaman mengenai dinamika sosial dan 

sejarah konflik yang terjadi 

2. Menganalisis pendapat masyarakat terhadap penyebab konflik tenurial 

3. Merumuskan strategi penyelesaian konflik tenurial secara adil dan partisipatif. 

Tujuan ini tersusun secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah dan 

mendukung pendekatan metode penelitian yang digunakan, serta menggambarkan 

novelty penelitian yang menitikberatkan pada integrasi pendapat penyebab konflik 

dengan strategi penyelesaian berdasarkan gaya bersengketa masyarakat KPH 

Gedong Wani. 
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1.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari adanya konflik tenurial di 

kawasan Register 40 Gedong Wani yang mencakup Desa Sinar Rezeki, Margo 

Lestari, Sumber Jaya, Karangrejo, Sidoharjo, dan Purwotani. Konflik tersebut 

muncul sebagai akibat dari dinamika sejarah penguasaan dan penggunaan lahan, 

lemahnya penataan batas kawasan hutan, serta proses pengukuhan kawasan yang 

belum sepenuhnya disepakati oleh para pihak. Kondisi ini mendorong terjadinya 

eskalasi konflik dari konflik laten hingga konflik yang bersifat terbuka di tingkat 

tapak. Konflik tenurial di Register 40 Gedong Wani melibatkan berbagai aktor 

dengan kepentingan dan kewenangan yang berbeda, yaitu masyarakat penggarap, 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), 

pemerintah daerah, serta Koperasi Jaya Adil Marga sebagai representasi 

kelembagaan masyarakat. Interaksi antar aktor memengaruhi dinamika konflik, 

baik dalam bentuk klaim penguasaan lahan, proses legalisasi, maupun upaya 

penyelesaian yang dilakukan. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap status lahan 

dan hak pengelolaan kawasan hutan turut memperkuat konflik yang terjadi. 

Berdasarkan karakteristiknya, konflik tenurial yang berkembang di wilayah ini 

dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu konflik laten, konflik 

mencuat, dan konflik terbuka. Berbagai bentuk konflik tersebut dipicu oleh 

sejumlah faktor utama, antara lain potensi konflik lahan antar warga, klaim ganda 

atas lahan, serta ketidakjelasan status dan batas kawasan hutan. Faktor-faktor 

tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan historis penguasaan lahan. 

Pengelolaan hutan pada tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

memiliki peran strategis sebagai unit pelaksana Dinas Kehutanan yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan, pengendalian, pengawasan, serta penanganan 

konflik tenurial di kawasan hutan (Fadli dan Si, 2017). Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menegaskan bahwa 

pengelolaan hutan harus dilakukan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penanganan konflik 

tenurial sebagai bagian dari perlindungan hutan. Pada tataran implementasi, 

ketidaksesuaian antara norma kebijakan dan realitas lapangan masih terjadi, 
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sebagaimana ditunjukkan oleh penguasaan lahan secara turun-temurun oleh 

masyarakat tanpa legalitas formal di kawasan KPH Gedong Wani. 

Kesenjangan antara penguasaan lahan secara de facto oleh masyarakat dan 

penguasaan lahan secara de jure oleh negara memperumit proses penyelesaian 

konflik tenurial di wilayah ini. Hambatan birokrasi, tumpang tindih kebijakan, serta 

lemahnya koordinasi antar lembaga semakin memperkuat kompleksitas konflik 

yang terjadi. Kerja sama antar lembaga dan pelibatan masyarakat secara aktif 

merupakan prasyarat utama dalam penyelesaian konflik tenurial yang 

berkelanjutan (Harahap et al., 2023). Dengan alur analisis tersebut, kerangka 

pemikiran penelitian ini disusun secara sistematis mulai dari identifikasi sejarah 

dan bentuk konflik, analisis aktor yang terlibat, pemetaan penyebab konflik, hingga 

peran kelembagaan dalam penanganannya. Rangkaian tahapan tersebut menjadi 

dasar dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik tenurial yang diharapkan 

mampu menekan potensi konflik dan mendorong pengelolaan kawasan hutan yang 

lebih adil dan berkelanjutan di Register 40 Gedong Wani.  
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Pendapat Masyarakat 

terhadap penyebab konflik 

1. Potensi konflik lahan antar warga 

2. Klaim ganda lahan 

3. Ketidakjelasan status dan batas 

Peran kelembagaan  

Strategi penyelesaian konflik 

Konflik Tenurial di Register 40 Gedong Wani (Sinar Rezeki, Margo Lestari, 

Sumber Jaya, Karangrejo, Sidoharjo, Purwotani) 
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penguasaan/penggunaan lahan 

2. Tahapan eskalasi konflik 

1. Masyarakat 
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4. Pemerintah Daerah 

5. Koperasi Jaya Adil marga 

Jenis-jenis konflik 

1. Konflik laten 
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3. Konflik terbuka 

Konflik masih minim 

Identifikasi Potensi Konflik 

 

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Wilayah studi pada penelitian ini adalah Kecamatan Jati Agung dan 6 desa 

didalam nya. Desa-desa ini meliputi Sinar Rezeki, Margo Lestari, Sumber Jaya, 

Karangrejo, Sidoharjo dan Purwotani yang berada di Kabupaten Lampung 

Selatan. Berdasarkan data dan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 

Panjang (RPHJP) KPH Gedong Wani wilayah Kabupaten Lampung Selatan 

terletak antara 105,14’ sampai dengan 105, 45’ Bujur Timur dan 5,15’ sampai 

dengan 6 Lintang Selatan (KPH Gedong Wani Provinsi Lampung Tahun 2024-

2033). 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas daratan 2.107,01 km2 dengan 

jumlah penduduk 932.552 jiwa yang terbagi kedalam 17 kecamatan dan terdiri dari 

248 desa dan 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan 45.785 ha 

digunakan sebagai lahan pertanian, sedangkan sisanya merupakan lahan bukan 

sawah (rumah, bangunan, jalan, sungai, danau, dll). Batas-batas wilayah 

administrasi Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung 

Tengah dan Lampung Timur. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa 

 

Kecamatan Jati Agung terletak di paling Utara Kabupaten Lampung Selatan 

dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Surat Menteri 

Dalam Negeri Nomor: 188.138/173/POUD tanggal 17 Juni 1999 perihal-perihal 

petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1999 dan No. 81 Tahun 
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1999. Meresmikan atau mendefenitifkan Kecamatan Jati Agung dengan Ibu Kota 

Marga Agung yang meliputi 21 Desa. Kecamatan Jati Agung terdiri dari 21 desa 

dengan luas wilayah 164,47 km², dan dihuni oleh berbagai etnis/suku baik 

penduduk asli maupun pendatang. Secara topografis, wilayah Kecamatan Jati 

Agung didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 110 meter di 

atas permukaan laut. 

Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Desa di Kecamatan Jati Agung 

No Desa Luas (km²) Persentase 

1 Way Huwi 4,93 3,00 

2 Jatimulyo 10,59 6,44 

3 Banjar Agung 5,86 3,56 

4 Gedung Harapan 4,65 2,83 

5 Gedung Agung 5,33 3,24 

6 Margomulyo 9,16 5,57 

7 Sidodadi Asri 4,81 2,92 

8 Purwotani 6,40 3,89 

9 Sumber Jaya 6,00 3,65 

10 Margodadi 6,48 3,94 

11 Margo Lestari 6,25 3,80 

12 Marga Agung 5,76 3,50 

13 Marga Kaya 7,15 4,35 

14 Sinar Rejeki 29,34 17,84 

15 Sidoharjo 6,10 3,71 

16 Rejomulyo 7,15 4,35 

17 Karang Anyar 10,75 6,54 

18 Fajar Baru 6,40 3,89 

19 Karang Sari 7,25 4,41 

20 Karang Rejo 7,42 4,51 

21 Margorejo 6,69 4,07 

Jumlah 164,47 100 

 

 

2.2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan konsep pengelolaan hutan 

yang diperkenalkan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan dilakukan 

secara terencana, efisien, dan berkelanjutan (Sari et al., 2020). Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, KPH didefinisikan sebagai 

wilayah pengelolaan hutan yang dibentuk berdasarkan fungsi pokok dan peruntukan 
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kawasan hutan, sehingga dapat dikelola secara optimal sesuai dengan karakteristik 

ekologi, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut (Rahmadanty et al., 2021). 

Secara fungsional, KPH diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu KPH 

Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Konservasi merupakan unit pengelolaan hutan yang 

wilayahnya didominasi oleh kawasan konservasi, seperti cagar alam, suaka 

margasatwa, taman nasional, serta kawasan konservasi lainnya. Unit pengelolaan 

ini memiliki tujuan utama untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian 

ekosistem (Febriyanti dan Kiroh, 2019). Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Lindung adalah KPH yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan lindung, 

yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, menjaga ketersediaan air, 

serta mengendalikan erosi dan degradasi lingkungan (Febryano et al., 2017). 

Sementara itu, KPH Produksi berfokus pada pengelolaan kawasan hutan produksi 

yang diarahkan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 

secara lestari guna mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan 

(Yuwono et al., 2020). 

Penerapan konsep KPH dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam 

menjawab berbagai persoalan kehutanan di Indonesia yang semakin kompleks. 

Permasalahan tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya laju degradasi hutan, 

lemahnya pengendalian terhadap pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, 

menurunnya investasi di sektor kehutanan, serta memburuknya kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan(Ambarasati, 

2016). Selain itu, banyak kawasan hutan yang tidak terkelola secara optimal akibat 

ketiadaan unit pengelolaan yang memiliki kewenangan langsung di tingkat tapak 

(Rukminda et al., 2020). 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memiliki tujuan untuk mengintegrasikan 

aspek ekologi, sosial, dan ekonomi melalui perencanaan pengelolaan jangka 

panjang, rencana kerja tahunan, serta perencanaan usaha kehutanan (Anesa et al., 

2022). Seluruh kegiatan operasional dan administrasi KPH disusun berdasarkan 

tujuan pengelolaan tersebut dan disesuaikan dengan peran para pihak yang terlibat, 

termasuk aparat pengelola hutan, masyarakat setempat, serta badan usaha 

kehutanan yang beroperasi di wilayah kelola. Dengan demikian, KPH berfungsi 
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sebagai unit pelaksana teknis dinas kehutanan di tingkat tapak yang bertugas 

memastikan seluruh fungsi dan jasa hutan dapat berjalan secara berkelanjutan 

(Saefudin et al., 2024). 

Di Provinsi Lampung, terdapat 17 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan 

hutan di masing-masing wilayah kerja. Dari total kawasan hutan yang berada di 

bawah kewenangan pemerintah provinsi, sekitar 488.359 hektare atau 86,44 persen 

termasuk dalam kategori kawasan yang dapat dimanfaatkan, baik melalui skema 

perizinan berusaha maupun perhutanan sosial (Dinas Kehutanan Provinsi 

Lampung, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran KPH menjadi sangat 

strategis dalam mengatur pemanfaatan kawasan hutan agar tetap sejalan dengan 

prinsip kelestarian dan keadilan sosial (Fitria et al., 2021). 

Selain berfungsi sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak, KPH juga 

memiliki peran penting dalam kelembagaan resolusi konflik kehutanan. KPH 

bertanggung jawab langsung atas pengelolaan kawasan hutan di wilayah kerjanya, 

termasuk dalam menangani dinamika konflik yang muncul di lapangan (Fadli dan 

Si, 2017). Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang menyatakan bahwa KPH memiliki 

kewenangan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, 

dan pengawasan pengelolaan hutan, termasuk penanganan konflik tenurial sebagai 

bagian dari kegiatan perlindungan hutan (Prayitno dan Ichsan, 2021). 

Keterlibatan langsung KPH dalam penanganan konflik menjadi krusial, 

mengingat konflik tenurial yang tidak ditangani secara tepat dapat menghambat 

operasional pengelolaan hutan dan mengganggu keberlanjutan fungsi kawasan 

(Golar et al., 2022). Keberhasilan KPH dalam merespons dan mengelola konflik 

tenurial menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif 

dan berkelanjutan. Oleh karena itu, KPH dituntut untuk mampu merancang strategi 

penyelesaian konflik yang adaptif, partisipatif, dan berkeadilan agar tidak 

menimbulkan resistensi sosial di masyarakat (Sahide et al., 2020; Caroline, 2019). 

Dengan pendekatan yang tepat, KPH diharapkan dapat menjembatani kepentingan 

negara dan masyarakat dalam kerangka tata kelola hutan yang inklusif dan 

berkelanjutan. 
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2.3. Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan 

Pengukuhan kawasan hutan merupakan proses penting dalam 

penyelenggaraan kehutanan karena bertujuan memberikan kepastian hukum 

terhadap status, lokasi, batas, serta luas kawasan hutan (Effendi et al., 2020). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan 

yang meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan 

hutan. Proses ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan kawasan hutan secara 

tertib, legal, dan berkelanjutan (Jemarut dan Sari, 2021). Ketentuan teknis mengenai 

pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan 

Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 

Penunjukan kawasan hutan merupakan tahap awal dalam proses pengukuhan 

kawasan hutan. Pada tahap ini, suatu wilayah atau areal tertentu ditetapkan sebagai 

kawasan hutan melalui Keputusan Menteri dengan fungsi pokok tertentu, luas 

indikatif, serta titik-titik koordinat batas kawasan (Chamdani, 2021). Penunjukan 

kawasan hutan dituangkan dalam peta kawasan hutan dengan skala tertentu, 

minimal skala 1:250.000 (Marlina, 2016). Tahap penunjukan berfungsi sebagai 

dasar pelaksanaan penataan batas di lapangan. Selain itu, pada tahap ini dilakukan 

kajian harmonisasi dan sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi 

maupun kabupaten/kota (RTRWP/K), terutama terkait kesesuaian substansi 

peruntukan ruang, guna meminimalkan potensi tumpang tindih penggunaan lahan 

(Frastien, 2017). 

Penataan batas kawasan hutan merupakan tahapan lanjutan setelah 

penunjukan kawasan hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan batas 

kawasan hutan secara fisik dan administratif di lapangan (Nilasari et al., 2017). 

Proses penataan batas meliputi penyusunan peta trayek batas, pemasangan tanda 

batas sementara, inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga, pengumuman 

hasil pemancangan batas sementara, serta penyelesaian klaim atau hak pihak ketiga 

(Margaretha dan Sinaga, 2023). Selanjutnya dilakukan pembuatan dan 

penandatanganan berita acara tata batas sementara beserta peta lampirannya, 
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pemasangan tanda batas definitif, pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, 

serta penyusunan dan penandatanganan berita acara tata batas definitif. 

Penyelenggaraan penataan batas dilakukan oleh panitia tata batas yang dibentuk 

oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan melibatkan unsur 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan (Sinabutar et al., 2015). 

Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dalam rangkaian 

pengukuhan kawasan hutan. Pada tahap ini, hasil penataan batas yang telah 

memenuhi prinsip temu gelang dan memiliki titik koordinat yang jelas di lapangan 

dituangkan ke dalam peta penetapan kawasan hutan dengan skala tertentu, minimal 

skala 1:100.000 (Kurniawan dan Rahman, 2022). Peta penetapan kawasan hutan 

memuat informasi mengenai letak, batas, luas, serta fungsi kawasan hutan. 

Penetapan kawasan hutan dilakukan melalui surat keputusan Menteri yang 

sekaligus menetapkan peta kawasan hutan sebagai dokumen resmi dan memiliki 

kekuatan hukum tetap (Gamin, 2023). 

 

 

2.4. Hak Penguasaan Lahan 

Hak penguasaan lahan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber 

daya alam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu 

maupun badan hukum meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak sewa, dan hak pengelolaan (Tjoa et al., 2018). 

Konsep penguasaan lahan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu 

penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis. Penguasaan yuridis 

didasarkan pada hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, yang pada umumnya 

memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai dan 

memanfaatkan tanah secara fisik. Pada kehutanan, penting untuk membedakan 

antara pihak yang memiliki hak secara hukum (de jure) dan pihak yang secara 

faktual memanfaatkan atau menguasai lahan (de facto) (Ananda et al., 2022). 

Kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, rezim penguasaan lahan 

dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama sebagaimana dikemukakan 

oleh beberapa pakar, yaitu: 
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1. Hak milik individu (private property right), yaitu hak penguasaan lahan oleh 

individu, kelompok, atau badan hukum untuk kepentingan privat (Saija et 

al., 2020) 

2. Hak komunal (common property right), yaitu hak penguasaan lahan oleh 

suatu kelompok masyarakat yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh 

anggotanya (Zulfikar et al., 2022) 

3. Akses terbuka (open access), yaitu kondisi penguasaan lahan yang tidak 

memiliki pengaturan kepemilikan yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh siapa saja (Wijaya et al., 2023) 

4. Hak negara (state property right), yaitu penguasaan lahan oleh negara yang 

diperuntukkan bagi kepentingan public (Wegerif, 2025). 

Pada proses penataan batas kawasan hutan, keberadaan lahan masyarakat atau 

permukiman yang berada di dalam kawasan hutan dapat diakomodasi sepanjang 

didukung oleh bukti hak atas tanah yang sah (Sylviani et al., 2014). Selain bukti 

hak utama, terdapat pula bukti lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam proses 

penataan batas, dengan tetap memerlukan verifikasi pada instansi yang berwenang. 

Bukti-bukti tersebut antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, serta bentuk hak lain yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Napitu et al., 2017). 

 

 

2.5. Konsep Konflik Tenurial 

Masyarakat sebagai makhluk monodualis menunjukkan sifat bahwa, manusia 

dapat menjadi makhluk individu, sosial dan dinamis (Azizah, 2019). Sebagai 

individu manusia memiliki kehendak berkuasa atas kepentingannya dengan orang 

lain. Atas dasar itulah konflik kepentingan muncul di tengah kehidupan sosial, 

diantara kelompok dengan kelompok, individu satu dengan lainnya, maupun 

kelompok dengan idividu (Ramadani, 2022). Konflik menjadi motor penggerak 

perubahan sosial ketika kelas tertindas menyadari ketidakadilan dan 

memperjuangkan haknya. Pada perspektif klasik, Karl Marx melihat konflik 

sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari sistem kapitalis yang menciptakan kelas-

kelas sosial yang saling bertentangan, yaitu antara kaum borjuis dan proletar 

(Fadilah, 2021). 
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Konflik sosial merupakan fenomena inheren dalam struktur masyarakat yang 

muncul akibat adanya ketimpangan distribusi kekuasaan, kepentingan, dan sumber 

daya antar individu maupun kelompok sosial. Konflik sosial dapat diartikan sebagai 

sebuah proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dimana satu pihak 

merupakan orang yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara 

menghancurkan atau membuat orang tersebut tidak berdaya (Zuldin, 2019). Konflik 

sosial terjadi karena adanya perselisishan atau pertentangan antara dua kekuatan 

antar tokoh masyarakat sosial (Paulia et al., 2022). Dampak terjadinya konflik 

menurut Pasal 7 Ayat 1 Ayat 1 UU 2012 akan membawa dampak buruk bagi 

kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan 

kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakadilan dinamika kehidupan politik 

(Nandini et al., 2022). 

Pada masyarakat modern, konflik sosial tidak hanya berkutat pada isu kelas, 

tetapi juga merambah pada ranah politik, budaya, agama, dan lingkungan hidup 

(Huwaina et al., 2024). Konflik ini menunjukkan bagaimana ketimpangan akses 

terhadap sumber daya alam dapat memicu resistensi sosial yang bersifat struktural. 

Peran agama sebagai identitas dapat berfungsi ganda, yakni berpotensi memicu 

sekaligus meredam konflik, bergantung pada bagaimana nilai-nilai keagamaan 

ditafsirkan dan dimobilisasi dalam kehidupan sosial (Sulhan et al., 2022). Konflik 

dalam dunia pendidikan juga dipahami sebagai arena tarik-menarik antara otoritas 

dan partisipasi, di mana kepemimpinan yang sensitif terhadap dinamika konflik 

mampu mendorong terciptanya inovasi serta harmoni dalam sistem sosial 

pendidikan (Aryawan, 2021).  

Konflik sosial berkaitan erat dengan ketimpangan struktural yang melekat 

dalam sistem sosial masyarakat. Pada perspektif sosiologi konflik, konflik dipahami 

sebagai proses sosial yang muncul ketika individu atau kelompok berupaya 

memperoleh keuntungan, sumber daya, maupun posisi yang lebih besar 

dibandingkan pihak lain. Lewis Coser melalui karyanya The Functions of Social 

Conflict(1956) menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian inheren dari 

kehidupan sosial yang tidak hanya berpotensi merusak, tetapi juga dapat berfungsi 

memperkuat integrasi sosial serta memperjelas batas-batas struktur sosial apabila 

dikelola secara konstruktif (Napitupulu et al., 2022). Dengan demikian, konflik 
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dapat bersifat fungsional maupun disfungsional terhadap hubungan sosial dan 

struktur masyarakat, tergantung pada mekanisme pengelolaannya dalam sistem 

sosial secara keseluruhan.  

Konflik juga memiliki peran penting dalam pembentukan identitas individu 

dan kelompok, karena eksistensi sosial sering kali ditemukan melalui proses 

negosiasi, perbedaan kepentingan, dan pertentangan dalam interaksi sosial 

(Nendissa, 2022). Pandangan tersebut diperkuat oleh temuan yang menegaskan 

bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, melainkan dapat menjadi sarana 

transformasi sosial yang konstruktif apabila diarahkan pada upaya perubahan 

menuju tatanan sosial yang lebih adil (Nugroho, 2021). Ditengah meningkatnya 

intensitas konflik sosial di berbagai sektor kehidupan, muncul upaya-upaya resolusi 

konflik yang mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif (Wasil dan 

Rusecka, 2021). 

Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok atau masyarakat 

dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau 

kelompok atau masyarakat lain secara sukarela (Hadi et al., 2024). Upaya resolusi 

konflik yang bersifat partisipatif telah diterapkan dalam berbagai konteks konflik 

sosial di Indonesia. Salah satu contohnya pada penelitian Lesmana et al., (2023) 

melalui studi resolusi konflik di Maluku yang dilakukan dengan mekanisme 

rekonsiliasi melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah untuk 

meredakan ketegangan horizontal yang berlangsung dalam jangka panjang. Temuan 

tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui 

pendekatan pragmatis, melainkan harus didasarkan pada pemahaman teoritis 

terhadap akar konflik agar solusi yang dirumuskan mampu menyentuh persoalan 

struktural yang mendasari konflik. Teori konflik menyediakan kerangka analisis 

kritis dalam mengkaji berbagai kebijakan sosial yang cenderung menguntungkan 

kelompok dominan. Praktiknya, penyelesaian konflik memerlukan sinergi antara 

pemahaman teoritik, pendekatan sosiokultural, dan kehendak politik untuk 

mewujudkan keadilan sosial (Prayogi et al., 2025). 

Teori konflik membantu menjelaskan dinamika dominasi dan subordinasi 

dalam masyarakat, khususnya ketika kelompok dominan mempertahankan 

kekuasaannya melalui pembatasan akses terhadap sumber daya, informasi, dan 
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representasi politik. Fenomena tersebut juga tercermin dalam bidang pendidikan, di 

mana praktik hegemoni nilai-nilai dominan berkontribusi terhadap ketimpangan 

distribusi peluang belajar serta akses ke posisi kepemimpinan (Tikly, 2021). Pada 

kerangka ini, pendidikan tidak bersifat netral, melainkan menjadi arena kontestasi 

ideologis antara berbagai kepentingan sosial. Selanjutnya, Abbas (2022) 

menegaskan bahwa proses pembentukan identitas personal maupun kolektif sangat 

dipengaruhi oleh konflik antar aktor sosial yang berupaya memperoleh pengakuan 

dan mempertahankan eksistensinya. 

Struktur sosial yang timpang cenderung melahirkan resistensi dari kelompok-

kelompok yang terpinggirkan, sehingga konflik dapat dipahami sebagai gejala dari 

ketidakseimbangan relasi kekuasaan yang terus direproduksi dalam masyarakat 

(Oosterlynck dan Swyngedouw, 2021). Pada masyarakat majemuk yang ditandai 

oleh keberagaman budaya, agama, dan kepentingan, potensi konflik sosial menjadi 

semakin tinggi dan sulit dihindari. Pada realitas kehidupan politik dan 

pembangunan, konflik sosial kerap dipicu oleh ketimpangan penguasaan sumber 

daya, terutama konflik tenurial dan perebutan lahan, serta pengabaian terhadap 

aspirasi masyarakat lokal. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika faktor 

ideologi dan agama dimobilisasi untuk kepentingan politik identitas, yang pada 

akhirnya memperkuat eskalasi konflik (Afrizal dan Berenschot, 2022). 

Penyelesaian konflik sosial sering kali menghadapi hambatan ketika negara 

cenderung berpihak pada kelompok pemodal atau elite politik, sehingga 

memperlemah posisi masyarakat lokal. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan 

penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui instrumen hukum semata, 

tetapi memerlukan strategi yang lebih inklusif. Pendekatan resolusi konflik berbasis 

komunitas lokal menjadi relevan untuk dikembangkan, dengan menekankan 

musyawarah, dialog, serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai sarana membangun 

kembali kohesi sosial (Lederach dan Appleby, 2021).  

Konflik sosial tidak selalu harus dipandang sebagai fenomena negatif yang 

harus dihindari secara mutlak, melainkan dapat menjadi indikator dinamika 

demokrasi yang sehat apabila dikelola secara konstruktif. Pada masyarakat 

demokratis, konflik justru membuka ruang bagi munculnya diskursus kritis 

terhadap tatanan sosial yang mapan dan mendorong terjadinya perubahan (August, 
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2022). Kesadaran kelas dan perjuangan kolektif yang tumbuh dari konflik juga 

berpotensi menciptakan ruang-ruang emansipatoris, terutama ketika kelompok 

marginal mampu mengorganisasi diri dan membangun solidaritas sosial (Kempf et 

al., 2024). Dengan demikian, konflik tidak semata-mata berkaitan dengan 

kekerasan atau pertentangan fisik, tetapi merupakan proses dialektika sosial yang 

mengandung potensi transformasi identitas, sistem nilai, dan relasi sosial menuju 

tatanan masyarakat yang lebih adil (Swartz, 2021). 

 

 

2.6. Indikasi dan Potensi Penyebab Konflik 

Indikasi awal konflik sosial dalam masyarakat sering kali muncul akibat 

ketimpangan struktural yang bersifat sistemik, seperti ketidakadilan dalam 

distribusi sumber daya, keterbatasan akses terhadap pendidikan, serta kebijakan 

publik yang tidak merata. Pada perspektif teori konflik, struktur sosial yang 

timpang dan tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok marjinal cenderung 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya gesekan sosial (Azisi, 2021). 

Ketika suatu kelompok mengalami kerugian atau merasa tereksklusi dari proses 

pengambilan keputusan publik, potensi terjadinya konflik sosial akan semakin 

meningkat. 

Ketimpangan tersebut juga diperkuat oleh aspek komunikasi sosial, 

khususnya melalui penyebaran informasi yang bias dan dominasi narasi oleh elite 

penguasa, yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan simbolik sebagai 

pemicu konflik sosial dan identitas (Razali et al., 2023). Kondisi ini sejalan 

dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa identitas individu yang 

terbentuk di bawah tekanan struktural cenderung memicu reaksi kolektif ketika 

nilai-nilai kelompok dianggap terancam oleh sistem yang berlaku (Uysal dan 

Akfirat, 2022). 

Indikasi yang paling jelas dari potensi konflik adalah munculnya 

perlawanan dalam bentuk protes publik, penolakan terhadap kebijakan 

pemerintah, atau gerakan sosial berbasis komunitas. Salah satu studi kasus yang 

diteliti Gultom et al., (2021) mencatat bahwa demonstrasi penolakan terhadap 

RUU Cipta Kerja merupakan cerminan ketegangan antara kelas pekerja dengan 

elite ekonomi- politik yang dianggap mengendalikan kebijakan nasional. Selain 
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indikasi struktural dan simbolik, konflik juga dapat dipicu oleh gagalnya integrasi 

sosial dalam masyarakat multikultural dan multireligius. Ketika tidak ada ruang 

dialog yang sehat antar kelompok, maka stereotip dan prasangka menjadi akar 

dari konflik yang lebih luas (Chan et al., 2023). 

Integrasi sosial yang dibangun atas dasar keadilan dan penghargaan 

terhadap keberagaman memiliki peran penting dalam meminimalkan potensi 

konflik sosial (Sudirman et al., 2025). Ketidakhadiran kepemimpinan yang 

dialogis serta kecenderungan kepemimpinan yang dominatif terbukti dapat 

memperlebar jarak antara pemimpin dan kelompok yang dipimpin, sehingga 

memicu keresahan dan membuka ruang terjadinya konflik sosial, khususnya di 

bidang pendidikan (Shields, 2023). Selain itu, belum terwujudnya kesetaraan 

gender secara menyeluruh menunjukkan adanya potensi konflik laten yang dapat 

muncul sewaktu-waktu, terutama ketika nilai-nilai patriarkis masih mendominasi 

proses pengambilan keputusan publik (Mendyana et al., 2023). Oleh karena itu, 

konflik sosial tidak semata-mata dipicu oleh faktor ekonomi dan politik, tetapi 

juga berakar pada relasi kuasa yang tidak seimbang di berbagai aspek kehidupan 

social (Farhan dan Arifin, 2025). 

Potensi konflik sosial juga muncul dari dinamika pergeseran budaya dan 

nilai yang berlangsung seiring dengan arus globalisasi dan digitalisasi informasi. 

Perubahan gaya hidup, masuknya ide-ide baru, serta ketimpangan literasi digital 

antar wilayah kerap menimbulkan disonansi sosial antara kelompok tua dan muda, 

antara masyarakat desa dan kota, maupun antara komunitas adat dan institusi 

negara. Konflik dalam masyarakat yang mengalami transisi sosial secara cepat 

sering kali muncul sebagai respons atas melemahnya identitas kolektif, 

sebagaimana dikemukakan oleh Widitiya dan Usiono (2025). Kesenjangan 

pemahaman terhadap nilai dan norma sosial juga dapat semakin melebar akibat 

komunikasi lintas generasi yang tidak efektif, yang dalam jangka panjang 

berpotensi bermuara pada konflik nilai (Farhan, 2025). Perubahan sosial yang 

tidak disertai dengan pembentukan identitas baru yang adaptif akan menciptakan 

kekosongan sosial, yaitu kondisi ketika masyarakat rentan mengalami krisis 

makna yang pada akhirnya memicu pertentangan antar kelompok, sebagaimana 

dijelaskan dalam teori konflik modern (Nendissa, 2024). 
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Indikasi konflik sosial juga dapat dikenali melalui melemahnya mekanisme 

resolusi konflik di tingkat lokal. Ketidakmampuan institusi formal maupun 

informal dalam menyelesaikan perselisihan secara adil dan damai berpotensi 

menyebabkan konflik yang semula berskala kecil berkembang menjadi konflik 

horizontal antar komunitas. Eskalasi konflik di Maluku, misalnya, dipengaruhi 

oleh ketiadaan sistem mediasi yang bersifat netral dan dipercaya oleh seluruh 

pihak yang terlibat, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Lesmana et al. 

(2023). Konflik sosial yang melibatkan isu keagamaan di Poso juga tidak dapat 

diselesaikan semata-mata melalui pendekatan keamanan, tetapi memerlukan 

upaya pemulihan relasi sosial dan pembangunan kembali kepercayaan antar 

kelompok, sebagaimana ditegaskan oleh Sulhan et al. (2022). Upaya pencegahan 

konflik semakin efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang inklusif dan 

berbasis kearifan lokal, yang berperan penting dalam mengantisipasi potensi 

konflik sejak dini (Aryawan, 2021). Oleh karena itu, berbagai indikasi konflik 

perlu segera direspons melalui kebijakan preventif dan pendekatan kultural agar 

tidak berkembang menjadi kekerasan sosial yang lebih luas (Bakri dan Ariadin, 

2024). 

Strategi pencegahan konflik merupakan upaya sistematis yang bertujuan 

menghindari munculnya pertentangan sosial sejak dini melalui penerapan 

kebijakan publik yang adil, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan institusi 

sosial. Upaya pencegahan konflik akan berjalan efektif apabila diawali dengan 

pengakuan terhadap berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi di tengah 

masyarakat, karena pengingkaran terhadap akar persoalan justru berpotensi 

memperparah krisis kepercayaan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Gultom 

et al., (2021). Pengurangan kecurigaan antar kelompok juga sangat bergantung 

pada keberadaan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, yang berfungsi sebagai 

sarana membangun pemahaman bersama dan solidaritas sosial, sebagaimana 

dijelaskan dalam kerangka teori komunikasi simbolik oleh Munthe (2024). Selain 

itu, potensi konflik yang bersumber dari perbedaan identitas agama, suku, maupun 

budaya dapat ditekan melalui pendekatan integratif yang menekankan 

pembangunan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara 

damai, sebagaimana ditegaskan oleh Bakri dan Ariadin (2024). 
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Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya damai 

dan toleransi sejak dini. Mulawarman (2022) menekankan bahwa melalui 

pendidikan kritis berbasis teori konflik, peserta didik dapat memahami struktur 

sosial secara lebih realistis dan tidak terjebak dalam narasi dominan yang bersifat 

hegemonik. Cahyani et al., (2023) menambahkan bahwa penerapan nilai-nilai 

kepemimpinan berbasis lokal, seperti Asta Brata dalam pendidikan, mampu 

mendorong generasi muda menjadi pemimpin yang bijak, adil, dan peka terhadap 

kondisi sosial di sekitarnya. Huda dan Syahrudin (2024) pun menyatakan bahwa 

strategi pendidikan berbasis kesetaraan gender dapat menjadi strategi jangka 

panjang untuk menghapus diskriminasi sosial yang kerap menjadi sumber konflik 

laten. Oleh karena itu, pendidikan yang membebaskan dan mendorong kesadaran 

kritis merupakan salah satu strategi paling fundamental dalam mencegah konflik 

sosial secara berkelanjutan. Pada resolusi konflik yang sudah terjadi, strategi yang 

digunakan tidak bisa bersifat tunggal (Santoso, 2023). Pendekatan multilevel yang 

melibatkan aktor negara, masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga adat sering 

kali lebih efektif karena mampu menjangkau berbagai dimensi konflik (Suparwati, 

2022). Hasudungan (2024) juga menyoroti pentingnya mekanisme resolusi 

berbasis komunitas yang dilakukan melalui mediasi dan musyawarah, khususnya 

dalam konteks konflik di Maluku. Strategi pencegahan dan resolusi konflik juga 

harus mempertimbangkan aspek struktural dan ekonomi agar tidak hanya 

menyentuh gejala permukaan. Tanpa perubahan pada struktur sosial yang 

timpang, setiap upaya resolusi hanya akan bersifat sementara (Bakri dan Ariadin, 

2024). 

 

 

2.7. Berbagai kasus Konflik Tenurial di Lampung 

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang 

menghadapi kompleksitas konflik tenurial di kawasan hutan. Konflik tersebut 

dipicu oleh ketidakjelasan status penguasaan lahan, lemahnya pengelolaan 

kawasan, serta tumpang tindih kebijakan dan perizinan yang melibatkan 

masyarakat lokal, pendatang, pihak swasta, dan pemerintah. Perbedaan persepsi 

dan kepentingan antar pemangku kepentingan terhadap penguasaan dan 

pemanfaatan lahan hutan menjadikan konflik tenurial di Lampung bersifat 
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struktural dan berlarut-larut (Wulandari et al., 2021).  

Konflik tenurial di Provinsi Lampung tidak hanya terjadi pada satu kawasan 

tertentu, melainkan tersebar di berbagai wilayah hutan dengan karakteristik dan 

latar belakang yang berbeda. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan di wilayah 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Register 40 yang mencakup 

Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Konflik di kawasan ini dipicu 

oleh pemanfaatan lahan hutan untuk berbagai kepentingan nonkehutanan, seperti 

pertanian, permukiman, pasar tradisional, hingga pembangunan fasilitas 

pemerintah daerah, yang mulai teridentifikasi sejak awal dekade 2010-an. Bentuk 

konflik yang muncul meliputi relokasi pemekaran kota tanpa izin prinsip, tumpang 

tindih penguasaan lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan negara, 

penerbitan sertifikat tanah di dalam kawasan hutan, keberadaan desa definitif yang 

ditetapkan melalui peraturan daerah, serta aktivitas persawahan masyarakat di 

dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya intensitas 

pengelolaan dan perlindungan kawasan serta ketidaksinkronan kebijakan antara 

pemerintah pusat dan daerah (Sylviani dan Hakim, 2014).  

Selain KPH Gedong Wani, konflik tenurial juga terjadi di Kawasan Hutan 

Register 45 Mesuji yang menunjukkan kompleksitas konflik dari sisi historis, 

politik, ekonomi, dan budaya. Status legal kawasan hutan, perbedaan nilai hukum 

yang dianut para pihak, serta dinamika sosial masyarakat menjadi faktor penting 

yang membentuk konflik di wilayah tersebut. Kajian mengenai Register 45 Mesuji 

menegaskan bahwa konflik tenurial tidak dapat dipahami secara parsial, 

melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara kebijakan kehutanan, relasi 

kuasa, dan tuntutan keadilan sosial masyarakat sekitar hutan (Marzuki, 2025). 

Konflik pertanahan di Provinsi Lampung juga banyak ditemukan pada 

kawasan transmigrasi, terutama akibat perubahan kebijakan tata guna hutan yang 

berdampak pada kepastian hak atas tanah masyarakat. Sengketa tanah transmigrasi 

di Pekon Sukapura, Kabupaten Lampung Barat, misalnya, muncul sebagai akibat 

dari perubahan regulasi kepemilikan lahan melalui kebijakan Tata Guna Hutan 

Kesepakatan (TGHK) pada masa Orde Baru. Perubahan tersebut menyebabkan 

hilangnya legitimasi penguasaan lahan masyarakat transmigran dan memicu 

konflik antara masyarakat dengan negara (Indrawati et al., 2025). Kondisi ini 
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menunjukkan bahwa konflik tenurial di Lampung tidak hanya berakar pada 

persoalan kehutanan, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan agraria dan 

pembangunan wilayah. 

Berbagai bentuk konflik tenurial tersebut memperlihatkan bahwa tekanan 

kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk, sejarah pemanfaatan kawasan, 

serta lemahnya kepastian hukum menjadi faktor yang saling memperkuat. Konflik 

yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda menuntut adanya 

pendekatan penyelesaian yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga 

mengedepankan prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan litigasi 

dan non-litigasi perlu diterapkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan 

hambatan struktural dan sosial yang ada dalam proses penyelesaian sengketa 

(Indrawati et al., 2025). Pada kerangka resolusi konflik tenurial di Provinsi 

Lampung, pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema perhutanan 

sosial dan kemitraan kehutanan sering diposisikan sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian konflik. Kebutuhan terhadap skema tersebut tidak hanya muncul 

pada konflik di KPH Gedong Wani, tetapi juga pada berbagai kawasan hutan lain 

yang mengalami persoalan serupa, seperti Kawasan Hutan Register 45 Mesuji dan 

wilayah konflik tanah transmigrasi di Lampung Barat. Praktik kemitraan 

kehutanan yang dilaksanakan oleh PT REKI bersama kelompok tani hutan dan 

masyarakat adat menunjukkan bahwa penerapan pola agroforestri dan skema bagi 

hasil berpotensi menjadi instrumen untuk mereduksi konflik sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pengalaman 

tersebut juga mengungkap berbagai keterbatasan, antara lain ketergantungan 

pendanaan pada pihak donor, ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban antar 

pihak, serta lemahnya peran pemerintah dalam fungsi pengawasan dan fasilitasi, 

sehingga kemitraan kehutanan belum sepenuhnya mampu berfungsi optimal 

sebagai mekanisme resolusi konflik tenurial (Febryano et al., 2020). 

Beragam pengalaman konflik tersebut menegaskan bahwa konflik tenurial 

di Provinsi Lampung merupakan fenomena multidimensional yang tersebar di 

berbagai kawasan hutan dan tidak hanya terbatas pada KPH Gedong Wani. 

Konflik juga muncul di kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, serta 

wilayah transmigrasi dengan karakteristik aktor, kepentingan, dan latar belakang 
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kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tenurial perlu 

diarahkan pada penguatan kepastian hukum atas penguasaan lahan, sinkronisasi 

kebijakan lintas sektor kehutanan dan agraria, serta penataan skema perhutanan 

sosial dan kemitraan kehutanan yang benar-benar adil dan partisipatif. Pendekatan 

tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan eskalasi konflik, tetapi juga 

mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi 

Lampung. 

 

 

2.8. Tenurial dan Kebijakan Tenurial 

Permasalahan tenurial merujuk pada konflik yang berkaitan dengan 

kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan atau sumber daya alam, yang 

kerap kali menimbulkan ketegangan antara masyarakat lokal, negara, dan 

korporasi. Tenurial bukan hanya perkara legal formal, tetapi juga mencerminkan 

ketimpangan struktur sosial serta relasi kekuasaan yang timpang (Rachman dan 

Siscawati, 2020). Ketimpangan akses terhadap sumber daya merupakan 

manifestasi dari ketidakadilan struktural yang telah lama dibiarkan oleh kebijakan 

negara (Hidayat dan Susanto, 2021). Konflik tenurial merupakan arena 

perjuangan identitas kolektif, di mana komunitas berusaha mempertahankan hak 

historis mereka atas tanah dan budaya dari tekanan modernisasi (Hakim dan 

Wibowo, 2022). 

Kebijakan tenurial pada dasarnya dirancang untuk mengatur serta menjamin 

kepastian hak atas tanah, namun dalam praktiknya sering kali justru memperkuat 

dominasi elite politik dan ekonomi terhadap kelompok marjinal. Dominasi 

tersebut dibangun melalui sistem komunikasi politik negara yang menyamarkan 

kepentingan ekonomi dalam narasi pembangunan demi kepentingan umum, 

sehingga kebijakan tampak legitim secara formal tetapi problematis secara 

substantif (Pratiwi dan Kurniawan, 2023). Proses perumusan kebijakan yang 

minim partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak semakin memperlemah 

legitimasi sosial kebijakan tenurial dan membuka ruang konflik yang 

berkepanjangan. 

Pada konflik, kebijakan publik tidak dapat dipandang sebagai instrumen 

yang netral, melainkan sebagai hasil dari proses negosiasi dan kompromi 



27 

 

 
 

kekuasaan yang cenderung menguntungkan aktor dominan. Relasi kekuasaan 

tersebut sering kali mengorbankan kepentingan kelompok lemah yang memiliki 

posisi tawar terbatas dalam proses pengambilan keputusan (Nugroho dan 

Rahmawati, 2021). Kecenderungan negara untuk berpihak pada kepentingan 

pemilik modal juga terlihat dalam berbagai kasus konflik sosial, ketika dalih 

stabilitas dan kemajuan digunakan untuk melegitimasi penguasaan ruang hidup 

masyarakat. Fenomena tersebut tercermin dalam kasus Poso, di mana agama dan 

ideologi dimanfaatkan sebagai instrumen justifikasi dominasi atas wilayah dan 

sumber daya (Ardianto dan Sukmana, 2020). 

Dampak kebijakan tenurial yang tidak adil terlihat secara nyata di berbagai 

wilayah, mulai dari praktik penggusuran paksa, kriminalisasi terhadap aktivis dan 

masyarakat adat, hingga degradasi lingkungan yang sulit dipulihkan. Beragam 

kasus tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme resolusi konflik yang 

berkeadilan serta belum berpihak pada prinsip keadilan sosial dan ekologis. 

Ketiadaan mekanisme yang adil ini mendorong munculnya resistensi masyarakat 

terhadap kebijakan agraria yang dianggap eksploitatif. Pendekatan resolusi 

konflik tenurial yang partisipatif dinilai menjadi kebutuhan mendesak, terutama 

dengan mengakui kearifan lokal dan hak-hak historis masyarakat adat sebagai 

bagian dari solusi berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh Widiastuti dan 

Maharani (2022). Tekanan dari masyarakat sipil juga semakin menguat melalui 

pemanfaatan ruang publik, seperti demonstrasi dan aksi sosial, sebagai bentuk 

tuntutan atas keadilan kebijakan agraria, termasuk dalam penolakan terhadap 

RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan kelompok rentan (Prasetyo dan 

Handayani, 2023). Selain itu, kebutuhan untuk meninjau kembali struktur hukum 

dan tafsir normatif yang masih sarat bias kekuasaan menjadi semakin relevan, 

mengingat kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung prinsip 

kesetaraan dan perlindungan bagi komunitas rentan (Widyatama dan Purnomo, 

2021). 

Kritik terhadap kebijakan tenurial yang bersifat represif dan eksklusif 

menunjukkan bahwa keberpihakan negara terhadap kepentingan masyarakat kecil 

masih lemah. Kondisi ini menuntut perubahan pendekatan kebijakan ke arah yang 

lebih inklusif melalui pembangunan mekanisme dialog antar aktor, yang 
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melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat, guna membentuk kesepakatan 

kolektif yang adil dan berkelanjutan (Pambudi dan Pramujo, 2022). Pengabaian 

terhadap dimensi sosial dan spiritual masyarakat lokal dalam perumusan 

kebijakan sering kali menjadi pemicu utama munculnya resistensi dan 

perlawanan yang berulang di berbagai wilayah. Tanah tidak dapat dipahami 

semata sebagai aset ekonomi, melainkan memiliki makna identitas, historis, dan 

eksistensial bagi komunitas yang menggantungkan kehidupannya pada ruang 

tersebut (Mahfud dan Djohan, 2024). Dengan demikian, konflik tenurial perlu 

dipahami sebagai refleksi dari struktur sosial yang timpang, di mana kelompok 

tertentu secara sistematis mengalami pembatasan akses dan kontrol atas ruang 

hidupnya sendiri (Muthallib, 2025). 

Konflik tenurial pada dasarnya mencerminkan dualitas antara kebutuhan 

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pada perspektif sosiologi konflik, 

terutama pemikiran Karl Marx, konflik agraria dan tenurial merupakan akibat 

langsung dari relasi produksi yang timpang, di mana kelas dominan menguasai 

alat-alat produksi, termasuk tanah, sementara kelas subordinat terus mengalami 

eksploitasi Siregar et al., (2023). Proyek-proyek pembangunan berskala besar, 

seperti perkebunan, pertambangan, dan pembangunan industri, kerap menjadi 

pemicu konflik tenurial karena melibatkan pengambilalihan lahan masyarakat 

melalui kebijakan perizinan dan penguasaan ruang yang dilegitimasi oleh negara. 

Kondisi ini tidak terlepas dari kewenangan negara dalam mengatur penguasaan 

dan penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta rezim pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012, khususnya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10. Pada praktiknya, 

mekanisme tersebut sering kali dijalankan tanpa proses yang transparan dan 

partisipatif, sehingga masyarakat lokal tidak memiliki kekuatan negosiasi yang 

setara. Akibatnya, hak-hak masyarakat atas tanah dan ruang hidupnya 

terpinggirkan oleh kepentingan investasi yang memperoleh legitimasi hukum 

melalui kebijakan negara yang lebih berpihak pada pemilik modal dibandingkan 

perlindungan hak masyarakat (Tarigan dan Karunisa, 2021). Ketimpangan ini 

diperparah dengan tidak diakuinya sistem kepemilikan tradisional atau komunal 
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yang telah lama hidup dalam masyarakat adat. Negara cenderung mengadopsi 

sistem legal formal yang menolak eksistensi hukum adat dalam pengakuan hak 

milik atas tanah (Santoso dan Raharjo, 2021). 

Implikasi dari konflik tenurial juga berdampak pada aspek identitas, kohesi 

sosial, serta kestabilan masyarakat lokal. Ketika ruang hidup mereka diambil 

secara paksa, komunitas tidak hanya kehilangan aset ekonomi, tetapi juga nilai- 

nilai budaya, spiritualitas, dan rasa memiliki terhadap ruang (Rachman,2022). 

Pada kerangka teori konflik modern, hal ini menjadi basis disintegrasi sosial dan 

resistensi kolektif yang terus meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan konflik 

tenurial memerlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada 

aspek legal, tetapi juga kultural dan sosiologis. Dengan demikian, perancangan 

kebijakan tenurial perlu diarahkan tidak semata-mata pada kepatuhan terhadap 

hukum nasional, tetapi juga pada integrasi pengakuan terhadap hak-hak 

masyarakat lokal serta praktik pengelolaan lahan berbasis komunitas yang telah 

lama terbukti berkelanjutan (Deviyanti et al., 2022). 

Pentingnya rekognisi terhadap hak tenurial masyarakat lokal dan adat juga 

telah menjadi fokus banyak kajian akademik dan aktivisme sosial. Meskipun 

menghadapi tantangan besar, upaya seperti pengakuan hutan adat, legalisasi tanah 

komunal, dan pembentukan peta partisipatif merupakan langkah awal penting 

menuju tata kelola sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan dalam 

pandangan (Hafsari, 2024). Transformasi struktural dalam kebijakan tenurial 

hanya akan terjadi apabila negara bersedia untuk mendekonstruksi logika 

pembangunan yang eksploitatif, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis 

keadilan sosial dan ekologis. Trumpi (2023) juga menekankan pentingnya 

interpretasi ulang terhadap regulasi dan sistem hukum yang selama ini beroperasi 

berdasarkan nilai- nilai patriarki, kolonial, dan kapitalistik. Ketika prinsip keadilan 

sosial menjadi pijakan utama kebijakan tenurial, maka konflik agraria tidak hanya 

dapat diminimalisir, tetapi juga menjadi sarana rekonsiliasi antara negara, 

masyarakat, dan alam (Ikhsan et al., 2025). 

Reformasi kebijakan tenurial harus dimulai dengan adanya political will 

untuk merevisi kebijakan pertanahan dan pembangunan agar lebih inklusif dan 

partisipatif (Chamdani, 2021). Negara harus melibatkan masyarakat dalam seluruh 
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tahapan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga implementasi 

proyek pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi konflik lahan. 

Partisipasi ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberi ruang 

bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya secara bermakna (Abimanyu, 

2023). Selain itu, penting pula adanya mekanisme perlindungan hukum bagi 

kelompok rentan agar mereka tidak terus menjadi korban ketidakadilan struktural. 

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana keputusan 

yang diambil berasal dari dialog antar aktor yang setara dan transparan 

(Dharmapala et al., 2022). 

 

 

2.9. Indikator dalam Kebijakan Tenurial 

Indikator kebijakan tenurial merupakan elemen penting untuk menilai 

sejauh mana pengelolaan hak atas tanah dan sumber daya alam dilaksanakan 

secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan sosiologis terhadap konflik 

sosial menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak hanya berfungsi mengukur 

kepatuhan terhadap aspek legal-formal, tetapi juga mengungkap relasi kuasa 

antara negara, masyarakat adat, dan kepentingan ekonomi yang mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan.. Pujiriyani (2022) menekankan bahwa dalam 

pandangan teori konflik, ketimpangan tenurial seringkali disebabkan oleh struktur 

kekuasaan yang timpang, di mana kelompok dominan menguasai akses terhadap 

sumber daya dan mendefinisikan hukum secara sepihak. Manik (2022) 

menambahkan bahwa peran komunikasi simbolik dalam proses legitimasi 

kebijakan agraria sering kali digunakan untuk membingkai kepemilikan tanah 

sebagai “kemajuan,” padahal di baliknya terdapat praktik peminggiran. 

Salah satu indikator utama dalam kebijakan tenurial yang adil adalah 

pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka 

(Krismantoro, 2022). Oleh karena itu, kebijakan tenurial yang mengabaikan 

kearifan lokal berpotensi melahirkan resistensi sosial yang kuat di tingkat 

masyarakat. Peran agama dalam memaknai tanah sebagai amanah ilahi turut 

menegaskan bahwa praktik eksploitasi lahan tanpa proses musyawarah 

bertentangan dengan nilai-nilai etika spiritual yang hidup dalam masyarakat 
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(Malissa et al., 2021). Dengan demikian, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan 

spiritual dalam pengelolaan lahan menjadi indikator penting bagi terwujudnya 

kebijakan tenurial yang berkeadilan.  

Indikator lainnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan 

dan implementasi kebijakan tenurial. Partisipasi publik yang bermakna 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan 

subjek yang memiliki suara atas tanah yang mereka kelola secara turun-temurun 

(Dini et al., 2023). Ansor dan Mahsyur ( 2023) menggarisbawahi bahwa integrasi 

sosial hanya bisa terjadi jika semua pihak yang berkepentingan diberikan ruang 

untuk menyampaikan kepentingannya secara setara. Sementara itu, Daulay et al., 

(2023) menyatakan bahwa partisipasi dalam kebijakan tenurial juga harus 

mempertimbangkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak, yang sering 

kali terpinggirkan dari pengambilan keputusan meskipun mereka adalah 

pengguna aktif lahan. Partisipasi inklusif baik dari sisi gender, kelas, maupun 

etnis seharusnya menjadi indikator mutlak dalam kebijakan tenurial yang 

demokratis. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting 

dalam kebijakan tenurial yang berorientasi pada keadilan sosial. Ketika distribusi 

dan alokasi lahan tidak dibarengi dengan data yang terbuka dan mekanisme 

pengawasan yang independen, konflik akan mudah muncul (Harefa, 2024). 

Penelitian Gafuraningtyas et al. (2024) menunjukkan bahwa penyelesaian 

konflik sosial di Maluku baru dapat berjalan secara efektif setelah dilakukan audit 

menyeluruh terhadap distribusi hak atas tanah yang sebelumnya dikelola secara 

tidak transparan. Ketertutupan informasi tersebut menciptakan ketimpangan 

pengetahuan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok elit untuk 

meminggirkan kelompok marginal. Temuan ini diperkuat oleh Rahmasani (2021), 

yang menyatakan bahwa sistem tenurial yang tertutup berpotensi merusak 

identitas kolektif komunitas karena memutuskan hubungan historis masyarakat 

dengan tanah sebagai ruang hidup. Atas dasar itu, transparansi dalam data 

kepemilikan, peta lahan, dan proses perizinan menjadi indikator penting dalam 

menilai komitmen suatu kebijakan tenurial terhadap nilai keadilan (Rosmidah dan 

Pebrianto, 2024). 

Indikator dalam kebijakan tenurial dapat dilihat dari sejauh mana konflik 
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dapat diminimalisir atau diredam melalui sistem resolusi yang adil dan berfungsi. 

Rahman et al. (2021) menyatakan bahwa konflik tenurial yang dikelola dengan 

pendekatan dialogis, bukan represif, lebih cenderung menghasilkan perdamaian 

jangka panjang. Isnandar dan Arnowo (2021) menambahkan bahwa pemimpin 

yang memahami nilai-nilai lokal dan sosial memiliki kapasitas lebih baik dalam 

menengahi konflik lahan. Mutolib (2022) juga menyarankan perlunya lembaga 

penengah berbasis keagamaan dan komunitas lokal sebagai aktor penting dalam 

membangun jembatan antara negara dan rakyat dalam isu tenurial. Oleh karena 

itu, adanya mekanisme penyelesaian konflik yang adil, partisipatif, dan berbasis 

budaya lokal merupakan indikator vital dari efektivitas kebijakan tenurial dalam 

merawat kohesi sosial (Afrihadi et al., 2025). 

Indikator kebijakan tenurial tidak boleh semata-mata mengandalkan 

pendekatan legalistik atau administratif, tetapi harus memasukkan variabel 

sosiologis, kultural, dan ekonomi dalam kerangkanya. Rijal (2023) mengingatkan 

bahwa ketimpangan struktural akan terus melahirkan konflik jika tidak diimbangi 

dengan kebijakan redistribusi tanah dan keadilan agraria. Tanpa reformasi tenurial 

yang memperhatikan sejarah lokal, posisi tawar masyarakat akan selalu berada di 

bawah tekanan pasar dan negara. Sementara itu, Nofiandi et al., (2023) 

menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan kebijakan tenurial terletak pada 

kemampuannya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan 

hak-hak sosial komunitas yang telah lama hidup dari tanahnya. Dengan demikian, 

indikator kebijakan tenurial harus bersifat multidimensional, berkeadilan, dan 

berpihak pada masyarakat lokal (Jansen dan Kalas, 2023). 

Konflik tenurial merupakan realitas sosial yang kompleks dan 

multidimensional, yang mencerminkan ketimpangan struktural dalam 

penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. 

Permasalahan tenurial tidak hanya berkaitan dengan klaim administratif atas 

tanah, tetapi juga merefleksikan relasi kuasa yang timpang antara negara, 

korporasi, dan masyarakat lokal atau masyarakat adat (Hartanto et al., 2024). 

Berbagai kajian empiris dan analisis kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan 

tenurial yang tidak adil kerap memicu konflik sosial, memperdalam 

ketidaksetaraan, serta mengancam keberlangsungan hidup komunitas tradisional. 
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Konflik sosial dalam tenurial dapat dipahami sebagai manifestasi dominasi 

kelompok penguasa terhadap kelompok marginal, dengan akses terhadap lahan 

berfungsi sebagai simbol sekaligus instrumen kekuasaan struktural. Pandangan 

ini diperkuat oleh Erleane dan Djaja (2023) yang menjelaskan bahwa kebijakan 

agraria yang tidak berpihak berpotensi melahirkan disintegrasi sosial dan krisis 

identitas komunitas. Menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan indikator 

kebijakan tenurial yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi 

juga mengakomodasi dimensi partisipatif, kultural, dan sosiologis. Indikator 

seperti pengakuan terhadap hak masyarakat adat, partisipasi publik yang setara 

dalam pengambilan keputusan, transparansi distribusi lahan, serta mekanisme 

penyelesaian konflik yang berbasis nilai-nilai lokal menjadi elemen yang esensial. 

Akbar dan Ahmad (2023) menegaskan pentingnya integrasi nilai lokal dan 

pengalaman hidup komunitas dalam perumusan kebijakan pertanahan guna 

meminimalkan potensi konflik. Aneng (2021) bahkan menekankan bahwa 

dimensi spiritual dan sistem kepercayaan lokal terhadap tanah harus dipahami 

sebagai bagian dari identitas kolektif yang tidak terpisahkan dari hak tenurial. 

Dengan demikian, indikator-indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai 

parameter teknis kebijakan, tetapi juga merepresentasikan penghormatan 

terhadap hak-hak historis dan kultural masyarakat. 

 

 

2.10. Peran Aktor dalam Konflik Tenurial 

Konflik tenurial merupakan bentuk konflik agraria yang melibatkan 

berbagai pihak dalam perebutan atau tumpang tindih klaim atas kepemilikan dan 

penguasaan lahan. Pada konflik semacam ini, aktor-aktor yang terlibat bukan 

hanya individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga melibatkan negara, 

korporasi, LSM, tokoh adat, dan lembaga keagamaan (Wijayanti et al, 2024). 

Menurut perspektif teori konflik, keberadaan aktor-aktor dengan kepentingan 

yang saling bertentangan menciptakan struktur dominasi yang memperkuat 

ketimpangan relasi kuasa. Yembise et al., (2024) menambahkan bahwa 

pembentukan identitas sosial masyarakat dalam konflik tenurial sering kali 

bergantung pada posisi mereka dalam sistem produksi atau relasi dengan otoritas 

lahan, sehingga konflik tenurial juga menyentuh ranah identitas dan harga diri 
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kolektif. Sementara itu, Matandung (2024) melihat konflik sebagai hasil dari 

komunikasi yang tidak seimbang antara aktor-aktor yang terlibat, di mana 

kelompok marginal sering kali kehilangan ruang representasi dalam wacana 

publik maupun kebijakan formal. 

Negara sering kali menjadi aktor dominan dalam konflik tenurial, baik 

secara langsung melalui kebijakan penguasaan lahan, maupun secara tidak 

langsung melalui dukungan terhadap korporasi. Pada banyak kasus, negara 

berperan sebagai fasilitator proyek-proyek besar yang mengabaikan hak 

masyarakat adat atau lokal, sebagaimana terlihat dalam konflik pembangunan 

pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang diulas oleh Huwaina et al., (2024). 

Pada konflik tersebut, negara dan perusahaan membentuk koalisi dominan yang 

meminggirkan klaim masyarakat lokal atas tanah ulayat mereka. Mufidah et al., 

(2024) menyoroti bahwa negara cenderung menggunakan pendekatan top down 

yang menitikberatkan pada penggunaan kekuasaan formal dalam penyelesaian 

konflik lahan, yang memperburuk kondisi sosial dan menciptakan trauma kolektif. 

Pada hal ini, Selly et al., (2023) menyoroti bahwa struktur negara yang patriarkal 

dan berorientasi pada kapital sering kali tidak memberikan ruang bagi kelompok 

rentan, termasuk perempuan petani, untuk memperjuangkan hak tenurial mereka 

secara adil. Selain negara, korporasi menjadi aktor utama yang memiliki pengaruh 

besar dalam konflik tenurial. Dengan kekuatan modal dan dukungan kebijakan, 

perusahaan sering kali berhasil menguasai lahan secara legal-formal, namun tidak 

secara sosial-kultural. Fauzan et al., (2024) menjelaskan bahwa dominasi 

korporasi dalam konflik tanah menunjukkan bagaimana kapitalisme berperan 

dalam membentuk struktur konflik melalui eksploitasi terhadap sumber daya. 

Sulhan et al., (2022) menunjukkan bahwa perusahaan sering kali 

memanfaatkan agama atau elit lokal untuk memperoleh legitimasi sosial atas 

proyek mereka, meskipun di baliknya terjadi pengabaian terhadap hak-hak 

masyarakat. Sejalan dengan temuan tersebut,, Gultom et al., (2021) melihat bahwa 

aksi-aksi perlawanan masyarakat, seperti demo penolakan RUU Cipta Kerja, 

merefleksikan perlawanan terhadap akumulasi modal yang merampas hak dasar 

rakyat, termasuk hak atas tanah. Sebaliknya, masyarakat sipil, LSM, tokoh adat, 

dan tokoh agama berperan penting sebagai aktor mediasi maupun perlawanan 
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dalam konflik tenurial. LSM dan organisasi masyarakat adat sering kali menjadi 

garda terdepan dalam mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan hak atas 

tanah mereka melalui jalur hukum dan advokasi publik. Sopiyan et al. (2022) 

menegaskan bahwa kehadiran aktor-aktor masyarakat sipil dapat meredam 

eskalasi konflik apabila dilakukan melalui pendekatan dialogis dan integratif. 

Lesmana et al. (2023) juga menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik 

sosial di Maluku tidak terlepas dari peran aktif tokoh agama dan masyarakat adat 

yang mampu menjadi jembatan komunikasi antar pihak. Nugroho (2021) 

menyarankan bahwa pendekatan komunikasi yang partisipatif antara masyarakat, 

pemerintah, dan pihak swasta dapat menjadi kunci dalam penyelesaian konflik 

tenurial yang berlarut-larut. 

Lebih jauh lagi, dalam konflik tenurial, penting untuk melihat dinamika 

kekuasaan dan representasi antara aktor lokal dan aktor eksternal. Konflik sering 

kali mencerminkan pertarungan wacana antara nilai-nilai kearifan lokal dengan 

logika modernisasi dan pembangunan. Nendisa (2022) menyatakan bahwa konflik 

agraria bukan hanya soal tanah, tetapi juga mengenai identitas, harga diri, dan 

keberlangsungan budaya lokal. Rahmawati Geraldy (2025) mengkritisi dominasi 

wacana pembangunan yang tidak memberi ruang pada prinsip keadilan sosial dan 

gender dalam pengelolaan sumber daya. Holifah dan Ikmal (2024) menekankan 

bahwa pemimpin lokal yang mengadopsi prinsip-prinsip kepemimpinan beretika 

dan berkeadilan sosial dapat memainkan peran penting dalam mengurangi 

ketegangan antar kelompok dan memperkuat daya tawar komunitas dalam 

menghadapi tekanan eksternal. 

Peran aktor dalam konflik tenurial tidak bisa dilepaskan dari konteks 

struktural dan ideologis yang melingkupinya. Relasi kuasa antara negara, 

korporasi, dan masyarakat sipil harus dibaca dalam kerangka konflik struktural, 

bukan sekadar sengketa administratif belaka. Kurnianto et al. (2022) menyatakan 

bahwa pendekatan teoritis terhadap konflik harus mampu mengungkap dinamika 

dominasi dan resistensi yang tersembunyi di balik narasi formal. Mahdi et al. 

(2022) menunjukkan bahwa agama, ketika ditempatkan secara bijak, bisa menjadi 

alat emansipasi dalam konflik agraria, bukan hanya alat legitimasi kekuasaan. 

Rikardus (2025) menekankan pentingnya dialog inklusif dan partisipatif yang 
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melibatkan semua aktor dalam proses penyelesaian konflik tenurial, sehingga 

tercipta keadilan agraria yang sejati. 

Konflik tenurial bukan sekadar permasalahan hukum atau administratif, 

melainkan persoalan struktural yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan, 

ketidakadilan distribusi sumber daya, dan pertarungan ideologi antara kapitalisme, 

tradisionalisme, serta nilai-nilai keadilan sosial. Teori konflik, khususnya dalam 

perspektif Karl Marx, menjadi pendekatan teoritis utama yang mampu 

menjelaskan akar permasalahan ini. Seperti disampaikan oleh Sholikhin dan Jamil 

(2024), konflik sosial terjadi karena adanya ketimpangan distribusi kekuasaan dan 

sumber daya yang kemudian melahirkan pertentangan antara kelompok dominan 

dan kelompok subordinat. 

Peran aktor sangat sentral dalam dinamika konflik tenurial. Negara sering 

tampil sebagai pemegang otoritas legal yang justru memfasilitasi kepentingan 

korporasi, seperti ditunjukkan dalam kasus pembangunan pabrik semen di 

Pegunungan Kendeng (Huwaina et al., 2024). Korporasi memanfaatkan kekuatan 

modal dan jaringan politik untuk mengakses tanah secara legal, sementara 

masyarakat lokal mengandalkan legitimasi sosial-kultural yang sering kali tidak 

diakui dalam sistem hukum formal. Teori konflik menegaskan bahwa dominasi 

aktor tertentu dalam sistem sosial adalah hasil dari reproduksi struktur ekonomi 

dan politik yang timpang (Siswadi, 2024). 

Tidak semua aktor bertindak dalam kerangka dominasi. Masyarakat sipil, 

LSM, tokoh adat, dan lembaga keagamaan sering tampil sebagai pihak mediasi, 

advokasi, bahkan perlawanan terhadap struktur ketidakadilan tersebut. Sementara 

itu, Hidayah et al., (2023) menekankan pentingnya resolusi konflik berbasis 

dialog partisipatif yang melibatkan semua aktor, sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan secara struktural maupun kultural. Kinasih dan Wulandari (2021) 

mengatakan pentingnya kesadaran gender dalam proses mediasi, karena 

perempuan sering menjadi korban ganda dalam konflik agraria: sebagai petani dan 

sebagai bagian dari kelompok rentan. 

Pemahaman terhadap konflik tenurial membutuhkan analisis interdisipliner 

yang mempertimbangkan dimensi struktural, kultural, dan komunikatif. Teori 

konflik menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk mengkaji peran aktor, 
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dinamika kuasa, dan pola-pola resistensi dalam konflik tanah. Sejalan dengan itu, 

integrasi teori komunikasi, sosiologi modern, dan pendekatan berbasis lokalitas 

dapat memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas konflik ini (Zahana et al., 

2024). Kajian ini pada akhirnya menegaskan bahwa penyelesaian konflik tenurial 

harus menyasar pada transformasi struktur sosial, bukan sekadar penyelesaian 

legal-formal semata. 

 

 

2.11. Implementasi Solusi Konflik Tenurial 

Salah satu pendekatan yang diambil untuk menyelesaikan konflik tenurial 

adalah dengan memperkuat peran hukum administrasi negara. Handayani et al. 

(2022) menekankan pentingnya penegakan hukum administrasi dalam 

menetapkan kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum dan keadilan. Mereka 

menyarankan bahwa penegasan ini harus dilakukan dengan menegakkan hukum 

terhadap pelanggaran perizinan dan membangun resolusi konflik yang terintegrasi 

untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. 

Senoaji et al. (2020) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam 

menyelesaikan konflik tenurial di kawasan konservasi. Mereka menemukan 

bahwa evaluasi kesesuaian fungsi taman wisata alam harus dilakukan dengan 

melibatkan semua pihak yang berkonflik di dalamnya. Hasil evaluasi ini menjadi 

dasar dalam penetapan kawasan hutan taman wisata alam agar memiliki kekuatan 

hukum yang tetap. Bedner et al. (2020) mengamati bahwa sistem hukum formal 

memainkan peran yang sangat kecil dalam menyelesaikan konflik tenurial di 

Indonesia. 

Sebaliknya, komunitas yang terdampak cenderung lebih memilih 

penyelesaian sengketa informal yang difasilitasi oleh otoritas lokal. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendekatan informal seringkali lebih efektif dalam konteks 

tertentu. Handoko dan Kartodiharjo (2022) menekankan pentingnya pengakuan 

hutan adat dalam menyelesaikan konflik tenurial. Mereka menyatakan bahwa 

pengakuan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan 

mengurangi potensi konflik di masa depan. Pengakuan hutan adat juga dianggap 

sebagai langkah awal menuju tata kelola sumber daya yang lebih adil dan 

berkelanjutan. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September hingga November 

2025. 

 

Gambar 2. Peta lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kawasan Hutan Produksi Register 40 Gedong 

Wani yang merupakan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong 

Wani. Secara administratif, kawasan ini terletak di Kecamatan Jatiagung, 

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Fokus penelitian diarahkan 
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pada enam desa, yaitu Desa Sinar Rezeki, Desa Margo Lestari, Desa Sumber Jaya, 

Desa Karangrejo, Desa Sidoharjo, dan Desa Purwotani. 

Kawasan Register 40 Gedong Wani dikenal sebagai wilayah yang 

mengalami konflik tenurial berkepanjangan, terutama terkait upaya masyarakat 

dalam memperjuangkan pelepasan kawasan hutan menjadi hak milik. Informasi 

mengenai lamanya konflik yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun diperoleh 

dari sumber dokumentasi audiovisual berupa laporan lapangan dan wawancara 

yang dipublikasikan melalui media daring YouTube: 

(https://youtu.be/VuhHXudBqK4?si=1gXck2JgHWfwepCR) 

Sumber ini digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan 

dinamika konflik di tingkat lokal.  

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, laptop/komputer, 

handphone, dan alat perekam (voice recorder). Bahan yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian yaitu panduan pertanyaan wawancara, Kuesioner (tertutup 

dan terbuka), dan Tally sheet untuk rekapitulasi data responden. 

 

 

3.3. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini melibatkan 60 responden yang berasal dari 6 desa, dipilih 

menggunakan metode proportional random sampling. Memon et al. (2020) 

menyatakan bahwa jumlah responden yang digunakan telah memadai untuk 

penelitian sosial pada tingkat lokal. Pembagian responden mempertimbangkan 

tingkat keterlibatan masyarakat dalam konflik tenurial karena memiliki intensitas 

partisipasi tertinggi dalam upaya pelepasan kawasan hutan (Creswell, 2014). 

Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa, Desa Margo Lestari dinilai lebih tepat 

diwakili oleh 15 responden, sedangkan lima desa lainnya masing-masing diwakili 

oleh 10 responden. Penentuan jumlah responden tersebut mempertimbangkan 

proporsi jumlah penduduk serta lamanya masyarakat bermukim di wilayah 

penelitian guna menjamin keterwakilan struktur sosial lokal (Neuman, 2014). 

https://youtu.be/VuhHXudBqK4?si=1gXck2JgHWfwepCR
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Selain responden masyarakat, penelitian ini juga melibatkan informan kunci 

yang dipilih secara purposive berdasarkan peran, kewenangan, dan keterlibatan 

langsung dalam pengelolaan kawasan serta penanganan konflik tenurial di Register 

40 Gedong Wani. Informan kunci tersebut terdiri atas enam orang Polisi Kehutanan 

(Polhut) dari KPH Gedong Wani (sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengamanan kawasan dan penegakan hukum kehutanan), satu orang perwakilan 

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) (sebagai lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penataan batas dan penetapan kawasan hutan), enam orang 

pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau perangkat desa yang mewakili 

(Kasi Pemerintahan) (sebagai pihak yang memahami kondisi sosial, administrasi, 

dan dinamika masyarakat setempat), serta satu orang Sekretaris Koperasi Jaya Adil 

Marga (KJAM) (sebagai representasi kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan lahan). Keterlibatan informan kunci ini bertujuan untuk 

memperoleh data kualitatif yang mendalam terkait kronologi konflik, peran aktor, 

serta dinamika pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik tenurial. 

Informasi dari para informan kunci digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi 

data kuantitatif dari responden masyarakat, sehingga analisis konflik tenurial dapat 

dilakukan secara komprehensif. Adapun pendekatan penelitian berdasarkan tujuan 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Pendekatan Penelitian berdasarkan Tujuan 

Tujuan 

Penelitian 

Pendekatan Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis Data 

Subjek 

Penelitian 

1. Menganalisis 

persepsi 

masyarakat 

terhadap 

penyebab konflik 

tenurial 

Kuantitatif Kuesioner 

tertutup & 

terbuka 

Uji validitas dan 

reliabilitas 

kuesioner, Uji 

asumsi klasik yang 

terdiri dari: 

normalitas, 

multikolinearita s 

dan heteroskedastisi 

tas. Lalu ada Uji 

hipotesis yang 

terdiri atas: analisis 

regresi linear 

berganda, uji F, uji 

T dan Koefisien 

Determinasi 

Responden 

kualitatif: 60 orang 

masyarakat di 6 

desa  
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Tujuan 

Penelitian 

Pendekatan Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis Data 

Subjek 

Penelitian 

2. Mengidentifik 

asi secara rinci 

kronologi dan 

aktor-aktor yang 

terlibat dalam 

konflik tenurial di 

KPH Gedong 

Wani 

Kualitatif Wawancara 

mendalam dan 

observasi 

partisipatif 

Metode (Rapid land 

tenure assessment) 

dan Metode RaTa. 

Informan Kunci 

(Kepala desa, 

tokoh masyarakat, 

Polhut, pengurus 

koperasi, BPKH) 

3. Merumuskan 

strategi 

penyelesaian 

konflik tenurial 

secara adil dan 

partisipatif 

Kualitatif Wawancara 

mendalam 

dengan 

informan 

kunci 

Analisis AGATA 

(Analisis gaya 

bersengketa) 

Informan Kunci 

(Kepala desa, 

tokoh 

masyarakat, 

Polhut, pengurus 

koperasi, BPKH) 

     

3.4. Jenis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Kedua jenis data ini digunakan untuk memahami akar penyebab konflik 

tenurial dan strategi penyelesaiannya berdasarkan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif (Ajayi, 2023). 

 

3.4.1. Data Primer 

Data primer adalah Informasi yang dikumpulkan langsung melalui 

wawancara mendalam dan pengamatan terlibat (Romdona, et al., 2025). Data 

primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada 

masyarakat yang terlibat dalam konflik tenurial di enam desa yang termasuk 

dalam kawasan KPH Gedong Wani. Menurut Hardiansyah et al. (2023), 

pengumpulan data primer yang mencakup pengalaman, persepsi, dan preferensi 

masyarakat lokal merupakan pendekatan yang esensial untuk memahami konflik 

tenurial yang bersifat kontekstual dan terkait langsung dengan kondisi sosial 

setempat. Merujuk pada kerangka tersebut, data primer yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi:. 

a) Data kronologi dan sejarah konflik, untuk mengidentifikasi dinamika dan 

pola konflik dari waktu ke waktu (Hardiansyah et al., 2023); 

b) Data aktor aktor yang terlibat konflik, baik dari unsur masyarakat, 

negara, maupun pihak lain yang berkepentingan (Hardiansyah et al., 
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2023); 

c) Pendapat masyarakat terhadap penyebab konflik, guna memahami 

konstruksi sosial dan pengalaman subjektif masyarakat terdampak 

(Hardiansyah et al., 2023); 

d) Preferensi strategi penyelesaian, (Hardiansyah et al., 2023); 

e) Hasil kuisioner (data primer) 

 

3.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi 

(Lusiana et al., 2022). Data ini diperoleh dari dokumen, literatur ilmiah, serta 

sumber resmi yang relevan. Menurut Abimanyu (2023), dokumen legal, 

kebijakan, dan peta batas kawasan sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam 

menganalisis konflik tenurial dan mencari legitimasi penyelesaiannya. Data 

sekunder dalam penelitian ini meliputi: 

a) Dokumen legal dari KPH Gedong Wani, Kementerian Kehutanan dan 

Koperasi Jaya Adil Marga 

b) Jurnal dan buku ilmiah yang relevan dengan konflik tenurial dan resolusi 

konflik berbasis gaya (RATA dan AGATA). 

 

3.4.3. Variabel dan Indikator Penelitian 

Tabel 3. Variabel penelitian dengan indikatornya 

No Sumber Variabel Indikator Deskripsi Skala 

Pengukuran 

1 Ariesna et 

al., (2023) 

Potensi 

konflik 

lahan 

antar 

warga 

(X1) 

a) Akses 

terbatas ke 

lahan. 

b) Eksploitasi 

ilegal. 

a. Sangat sering: >3 

kali/tahun 

b. Sering: 2–3 kali/tahun 

c. Kadang-kadang: 1 

kali/tahun 

d. Jarang: Pernah, >1 tahun 

lalu 

e. Tidak pernah: Tidak 

pernah terjadi/mendengar 

konflik 

2 Munawar 

(2018) 

Klaim 

ganda 

lahan 

(X2) 

Adanya klaim 

ganda (adat vs 

izin negara) 

a. Sangat sering: >2 pihak 

aktif mengklaim  

b. Sering: 2 pihak saling 

klaim dan aduan  

c. Kadang-kadang: 1 kali/2–

3 tahun  

d. Jarang: Pernah, tapi 

langsung selesai. 
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No Sumber Variabel Indikator Deskripsi Skala 

Pengukuran 

    e.  Tidak pernah: Tidak ada 

klaim ganda 

3 Samad dan 

Darusman 

(2018) 

Ketidak 

jelasan 

status 

dan batas 

(X3) 

Tapal batas 

tumpang tindih 

antar desa/lahan 

warga 

a. Sangat tidak jelas: Tanpa 

tanda batas, sering konflik 

b. Tidak jelas: Patok tidak 

lengkap, pernah konflik  

c. Cukup jelas: Sebagian 

besar diketahui, kadang 

diperdebatkan  

d. Jelas: Disepakati warga, 

jarang bermasalah  

e. Sangat jelas: Sudah 

legal/formal, tanpa konflik 

4 Masdin 

(2018) 

Tingkat 

Potensi 

Konflik 

Tenurial 

(Y) 

a) Terjadiket

egangan 

sosial di 

masyaraka

t (diskusi 

panas, 

ancaman) 

b) Pernah 

ada 

protes/keri

cuhan 

terkait 

lahan 

c) Responde

n merasa 

situasi 

rawan 

konflik 

a. Sangat aman: Tidak ada 

konflik >3 tahun  

b. Cukup aman: Pernah 

ketegangan ringan 1x/2–3 

tahun  

c. Kadang konflik kecil: 1–

2x/tahun, cepat selesai  

d. Cukup sering: 2–3x/tahun, 

ganggu ketertiban  

e. Sangat sering: >3x/tahun, 

warga resah 

 

 

3.5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengombinasikan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab konflik tenurial berdasarkan 

persepsi masyarakat melalui serangkaian pengujian statistik. Tahapan analisis 

kuantitatif diawali dengan uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk 

memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur konstruk yang diteliti 

secara akurat dan konsisten (Memon et al., 2020). Selanjutnya, dilakukan uji 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas sebagai prasyarat penggunaan analisis regresi linear berganda 

dalam penelitian sosial (Ghozali, 2018). 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda 
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untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

yang dilengkapi dengan uji F untuk menguji pengaruh variabel secara simultan, 

uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, serta koefisien 

determinasi (R²) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi 

konflik tenurial (Ghozali, 2018). Pendekatan kuantitatif ini lazim digunakan 

dalam penelitian konflik tenurial guna memetakan kecenderungan dan pola 

penyebab konflik berdasarkan persepsi masyarakat terdampak (Hardiansyah et 

al., 2025). 

Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara 

mendalam kronologi konflik, aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika relasi kuasa 

dalam konflik tenurial melalui metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA). 

Metode RaTA merupakan teknik penilaian cepat yang dirancang untuk 

mengidentifikasi klaim tenurial, sejarah konflik, aktor kunci, serta pilihan 

penyelesaian konflik dalam konteks penguasaan lahan dan sumber daya alam 

(Galudra et al., 2013). Untuk merumuskan strategi penyelesaian konflik, 

penelitian ini menggunakan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) yang berfokus 

pada pemetaan gaya konflik para pihak guna menentukan pendekatan resolusi 

konflik yang paling relevan dan kontekstual (Hastiana, 2016). 

 

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner 

Kusioner merupakan salah satu alat ukur yang dipergunakan sebagai 

pengukur kejadian yang digunakan oleh peneliti (Dewi dan Sudaryanto, 2020). 

Sugyono (2016) menyatakan bahwa kusioner disebut sebagai sekumpulan 

pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari 

seseorang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kusioner memiliki 

peran penting untuk menentukan kebenaran data yang didapatkan pada setiap 

penelitian. Dengan demikian, kualitas dan ketepatan kusioner dapat diketahui 

dengan melakukan uji validitas dan realibilitas dari kusioner yang telah dibuat 

(Dewi dan Sudaryanto, 2020). 
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3.5.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji ketepatan 

suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. (Dewi dan 

Sudaryanto, 2020). Sugiyono (2016) menyatakan validitas berhubungan dengan 

seberapa jauh seorang peneliti melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang 

semestinya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang 

telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan 

menggunakan alat ukur yang digunakan (kuesioner) (Budiastuti dan Bandur, 

2018). Adapun kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada 

pengklasifikasian validitas, yaitu: 

• 0,80 < rxy 1,00 validitas sangat tinggi (sangat baik) 

• 0,60 < rxy 0,80 validitas tinggi (baik) 

• 0,40 < rxy 0,60 validitas sedang (cukup) 

• 0,20 < rxy 0,40 validitas rendah (kurang) 

• 0,00 < rxy 0,20 validitas sangat rendah (jelek) 

• rxy 0,00 tidak valid 

Keterangan: 

 Rxy = koefisien korelasi antara skor item (X) dan skor total (Y) Nilai rxy 

digunakan untuk menunjukkan tingkat validitas setiap butir pertanyaan pada 

instrumen penelitian. Koefisien ini menggambarkan hubungan antara skor suatu 

item dengan skor total instrumen. Item dinyatakan valid apabila nilai rxy 

menunjukkan korelasi positif dan berada pada kategori valid sesuai kriteria yang 

ditetapkan. 

 

3.5.1.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat disebut sebagai ketetapan dari sebuah metode atau hasil 

penelitian (Budiastuti dan Bandur, 2018). Uji reliabilitas pada suatu instrument 

penelitian adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kusioner 

yang digunakan dalam pengambilan data penelitian sudah dapat dikatakan reliabel 

atau tidak (Dewi dan Sudaryanto, 2020). Uji reliabilitas penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Alpha Cronbach. Apabila suatu variable menunjukan nilai 

Alpha Cronbach >0.60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat 

dikatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur (Hair et al., 2014). 
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Alpha Cronbach’s biasa digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban 

antar soal, sehingga dapat ditentukan apakah instrumen penelitian (seperti 

kuesioner) dapat dipercaya atau tidak(Utami, 2023). 

Tabel 4. Penentuan Intrepetasi nilai cronbach alpha’s 

≥ 0.90 Sangat reliabel (Excellent) 

0.80 – 0.89 Reliabel baik (Good) 

0.70 – 0.79 Cukup reliabel (Acceptable) 

0.60 – 0.69 Kurang reliabel (Marginal, 

bisa diterima) 

< 0.60 Tidak reliabel (Unacceptable) 

 

 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik (Persyaratan Analisis) 

Uji asumsi klasik adalah rangkaian pengujian statistik yang digunakan untuk 

memastikan data yang dimiliki memenuhi syarat dasar untuk di analisis regresi 

linear (Bazdaric et al., 2021). Uji ini meliputi normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, yang mana tujuannya supaya hasil analisis regresi tidak bias 

dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan (Budi et al., 2024). Jika ini 

dilanggar, maka interpretasi regresi bisa salah. Oleh karenanya, uji asumsi klasik 

sangat penting sebelum melakukan regresi linear, khususnya dalam penelitian 

kuantitatif. 

 

3.5.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dari 

model regresi memiliki distribusi normal. Hal ini penting karena distribusi normal 

residual memungkinkan hasil estimasi model regresi (seperti uji t dan F) menjadi 

valid dan dapat diinterpretasikan secara akurat (Ahadi et al., 2023). Beberapa 

metode yang umum digunakan untuk uji normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) dan Shapiro-Wilk Test. Penelitian kali ini peneliti menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

 

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan jika dalam suatu penelitian 

menggunanakan metode regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa antar variabel independen tidak terdapat hubungan atau korelasi 
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yang sangat tinggi (Yaldi et al., 2022). Jika variabel-variabel bebas saling 

berkorelasi secara kuat, maka dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak 

stabil, koefisien regresi sulit diinterpretasikan, dan hasil analisis menjadi bias 

(Zuhri, 2021). Uji ini biasanya dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF > 10 atau Tolerance < 0,10, maka 

terdapat indikasi multikolinearitas yang harus diatasi (Ridwan et al., 2021).  

 

 

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Juliandi et al., 2014). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat ketidaksamaan (inkonsistensi) varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi linier. Jika varians 

residual tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika varians residual 

berbeda-beda antara pengamatan satu dengan lainnya, maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya memenuhi asumsi 

homoskedastisitas karena ketidaksamaan varians residual dapat menyebabkan 

estimasi koefisien regresi tidak efisien dan kesalahan standar menjadi bias 

sehingga mengurangi akurasi inferensi statistik dalam model regresi (Ikhbar dan 

Izazaya, 2025). Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian oleh Herdiyani et 

al. (2024) yang  menekankan pentingnya uji multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas untuk memastikan validitas analisis regresi. Biasanya data 

crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar (Ghozali, 2016). 

Untuk medeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model 

regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik scatterplot atau 

nilai prediksi variabel terikat yang disebut SRESID dengan residual error 

ZPRED. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan : 

• Grafik Scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID 

dengan residual error yaitu ZPRED. Dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
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tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Jika tidak terdapat adanya titik – titik yang membentuk pola tertentu yang 

teratur, dan titik – titik pada scatterplot di atas menyebar secara acak di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. Hal tersebut artinya menunjukkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

 

 

3.5.3. Uji Hipotesis 

3.5.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi merupakan suatu analisis statistik yang mempelajari 

hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independent 

(Kolibu et al., 2024). Metode ini menghasilkan model matematis yang dapat 

digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen (Nurani et al., 2023). Analisis regresi pada penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh persepsi responden terhadap tiga variabel penyebab 

konflik tenurial. Regresi linier banyak digunakan dalam penelitian sosial kehutanan 

untuk menganalisis pengaruh variabel sosial terhadap potensi konflik, seperti yang 

dilakukan oleh Sitania et al. (2020). 

 

3.5.3.2. Uji F 

Uji F biasa disebut dengan istilah uji keterandalan model atau uji kelayakan 

model. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama dengan variabel dependen (Sianturi, 2022). 

 

3.5.3.3. Uji T 

Uji t digunakan untuk bisa mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh 
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variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri dengan variabel dependen. 

Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual(Wahyudi 

et al., 2023). 

 

3.5.3.4. Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar 

variabel X memberikankontribusi terhadap variabel Y. Koefisien determinasi 

menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya 

(Supriana, 2019). 

 

 

3.5.4. Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) 

Penelitian ini menggunakan metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) 

sebagai pendekatan utama dalam menganalisis konflik tenurial. RaTA dipilih 

karena mampu memberikan gambaran cepat mengenai ragam klaim, aktor yang 

terlibat, serta dinamika penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan hutan. 

Menurut Golar et al. (2022), penerapan RaTA dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yaitu: (1) identifikasi para pihak yang terlibat dalam konflik; (2) analisis 

kepentingan masing-masing pihak; (3) penilaian pengaruh dan posisi tawar aktor; 

serta (4) pemetaan hubungan antar pihak. Meskipun demikian, RaTA memiliki 

keterbatasan dalam menjelaskan pola perilaku konflik dan kecenderungan strategi 

yang digunakan oleh masing-masing aktor dalam merespons konflik tenurial. 

Oleh karena itu, analisis ini dipadukan dengan Analisis Gaya Bersengketa 

(AGATA) untuk melengkapi pemetaan konflik yang telah dihasilkan oleh RaTA. 

AGATA digunakan untuk mengidentifikasi gaya bersengketa para pihak, 

sehingga strategi penyelesaian konflik yang dirumuskan dapat disesuaikan dengan 

karakter konflik dan perilaku aktor yang terlibat (Pasya dan Sirait, 2011). 

Sementara itu, Aneng et al., (2021) menekankan bahwa RaTA juga mencakup 

dimensi historis dalam menelaah konflik. Tahapan analisis meliputi: (1) 

penelusuran kronologi dan sejarah konflik lahan; (2) analisis aktor yang terlibat, 

baik individu, kelompok, maupun lembaga pemerintah; (3) penggalian pandangan 

masyarakat terhadap penyebab konflik tenurial dan; (4) perumusan alternatif 

strategi penyelesaian konflik yang adil dan partisipatif berdasarkan preferensi 
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masyarakat terdampak. 

 

 

3.5.5. Analisis Strategi Penyelesaian Konflik 

Strategi penyelesaian konflik dianalisis dengan metode AGATA (Analisis 

Gaya Bersengketa). Menurut Pasya dan Sirait (2011) pendekatan AGATA 

digunakan untuk memahami kecenderungan gaya individu/kelompok dalam 

merespon konflik, yang diklasifikasikan menjadi 1) Avoiding, 2) Accommodating, 

3) Competing, 4) Compromising, 5) Collaborating (Gambar 2). 

 

 

Metode AGATA telah diterapkan dalam berbagai penelitian konflik lahan 

dan hutan. Strategi penyelesaian konflik berbasis gaya bersengketa seperti AGATA 

telah diterapkan dalam berbagai penelitian kehutanan, salah satunya oleh Nugroho 

et al. (2014) yang mengaitkan pendekatan ini dengan transformasi konflik dalam 

pengelolaan hutan negara indonesia.

Gambar 3. Matriks gaya berkonflik para pihak Gambar 3. Matriks gaya berkonflik para pihak 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik tenurial di kawasan Register 

40 Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Konflik tenurial di KPH Gedong Wani merupakan konflik yang bersifat 

struktural dan multidimensional, dipengaruhi oleh ketimpangan antara status 

legal kawasan hutan negara dan penguasaan lahan secara de facto oleh 

masyarakat. Konflik tidak lagi didominasi antara masyarakat dan perusahaan, 

tetapi bergeser menjadi konflik antara masyarakat dan negara terkait 

pengakuan hak kelola. 

2. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kepastian hak kelola dan kejelasan 

status lahan menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika konflik 

tenurial. Ketidakpastian status kawasan memperbesar potensi konflik dan 

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan kehutanan. 

3. Hasil Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) memperlihatkan bahwa relasi 

antar aktor bersifat asimetris. Negara dan institusi kehutanan memiliki otoritas 

legal dan formal, sementara masyarakat memiliki kekuatan sosial dan 

penguasaan ruang hidup. Perbedaan kepentingan dan posisi tawar inilah yang 

membentuk pola relasi kooperatif maupun konfliktual di tingkat desa. 

4. Analisis gaya bersengketa (AGATA) menunjukkan kecenderungan gaya 

bersengketa yang adaptif, kompromi, dan kolaboratif. Hal ini menandakan 

bahwa konflik masih berada pada tahap yang dapat dikelola melalui dialog dan 

negosiasi, bukan konflik terbuka 

5. Secara keseluruhan, penyelesaian konflik tenurial di KPH Gedong Wani lebih 

efektif diarahkan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, dengan 

menekankan kepastian hak kelola, penguatan kelembagaan lokal, serta 
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komunikasi antar aktor yang berkelanjutan. 

 

 

5.2. Saran 

Saran yang dirumuskan dalam penelitian ini diarahkan untuk mendukung 

upaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. 

1. Bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH Gedong Wani), Mempercepat skema 

penyelesaian konflik seperti PPTPKH dan perhutanan sosial dengan 

memastikan kejelasan hak kelola diperuntukan untuk apa dan batas kawasan 

serta memperkuat pendekatan dialogis dan pendampingan sosial di tingkat 

tapak, bukan hanya pendekatan administratif. 

2. Bagi Pemerintah Desa, Berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator 

komunikasi antara masyarakat dan instansi kehutanan serta mendukung proses 

verifikasi data penguasaan lahan masyarakat secara partisipatif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, Mengembangkan studi longitudinal untuk melihat 

dinamika konflik dalam jangka panjang serta mengombinasikan analisis spasial 

atau pemetaan partisipatif agar data penguasaan lahan lebih akurat. 
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